
        

 





PEMERINTAH KOTA BONTANG 
LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH 

INSPEKTORAT DAERAH 
Untuk Tahun yang Berakhir pada 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 

(Dalam Rupiah) 
Reallsasl Reallsasl NO. 

Unlan Angoaran Setelah Tahun 2020 Urut Tahun 2021 

PENDAPATAN 

PENDAPATAN 
DAERAH 

Pendapalan 
Daerah 
Pendapatan Retnbusi 

ASU 

Pajak 0,00 0,00 ,00 03 ,00 

0,00 ,00 
Daerah 

Pendapatan Hasil 
Pengelolaan Kekayaan 
Daerah yang Dipisahkan 

0,00 0,00 

Laindain PAD yang Sa 
Jumlah Pendapatan Asll 

Daerah (03 s.d. 06) 

0,00 0.00 0.00 0,00 05 

0,00 0,00 0,00 0,00 

08 JUMLAH PENDAPATAN ,00 0,00 0,00 0,00 

09 BELANJA 

10 BELANJA OPERASI 
11 Belanja Pagawai 6.859.899.094,006.131.523.086,00 89,38 6.220.525365,00 

3.189276.849,00 Belanja Barang dan Jasa 

Jumlah Belanja operas10.049.175.943,00 9.134.649.240,00 90,90 8.663.449.134,00 

12 3.003.126.204,00 94,16 2.442923 769,00 

(11 s.d. 12) 
14 BELANJA MODAL 

Belanja Modal Tanah 0,00 0,00 
Belanja Modal Peralalan 
Jan Mesin 16 208.289.456,00 203.410.674,00 97,66 1.006.605.900,00 
Belanja Modal Gedung 
1an Bangunan 

17 0,00 0,00 0,00 

BeianaModal Jalan, 
ngasi oan Jarnngjan o,00 0,00 

0,00 0.00 

18 O.00 ,00 

9 Belanja Moca ASe .00 0,00 Tetap Lainnya 
Belanja Modal Aset 

Lainnya 
165.000.000,00 148.200.000,00 89,82 224.930.000,00 

JumlahBelanja Modal 
5.0. 20) 
JUMLAH BELANJA (13 *10.422.466.399,00 9486.259.914,0091,02 21) 

23 SURPLUSIDEFISIT ( (10422.465.399,00) (9.436.259.914,00) 91,02 (9.894.986.034,00) 22) 

373.289. 5,00 351.610.674,00 94,19 1.231.535. 900,00 21 

9.894.986.034,00 

Bontang, 18 Mei 2022 
INSPEKTUR 

ENIK RUSWATI, SE, MM.Ak., CA, CRA, CGCAE 
NIP. 19681029 199003 2 005 



PEMERINTAH KOTA BONTANG 
LAPORAN OPERASiONAL 
INSPEKTORAT DAERAH 

Untuk Tahun yang Berakhir pada31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 

(Dalam Rupiah) 

Kenalkan 
NO. Uralan 2021 2020 

Penurunan 

01 KEGATAN OPERASIONAL 

02 PENDAPATAN 

03 PENDAPATAN AS DAERAH 

04 Pendapatan Pajak Daerah 0,00 0,00 0,00 0,00 

05 Pendapatan Retribusi Daerah 0,00 0,00 0,00 0,00 

Jumlah Pendapatan Aslt 
Daerah (04 s.d. 06) 

0,00 0,00 0,00 0,00 

07 JUMLAH PENDAPATAN (06) 0,00 0,00 0,00 ,00 

08 BEBAN OPERAS 

6.125.000.509,00 6.162.838.442.00 

2.607.932.469,0 0 
09 Beban Pegawal (37.837.933,00) (0,61 

10 Beban Barang dan Jasa 3.006.722.104,00 398.789.635,00 1529 

11 Jumlah Beban Operasl (09+ 10) .131.722.613,00 3.770.770.911,00 360.951.702,00 4,12 

BEBAN PENYUSUTAN DAN 

AMORTISAS 
Beban Penyusutan Peralatan 311.401.937,00 202 213 854,00 109.188.083,00 54,00 13 Mesin 

Beban Gedung 
dan Bangunan 

0,00 0,00 0,00 0,00 14 

Beban Penyusutan Jalan, 
ngas, dn Janngan, 

Beban Penyusutan Aset Telap 
Lainnya 

0,00 0,00 0,00 0,00 15 

0,00 0,00 0,00 0,00 16 

Beban Penyusutan Asat 0,00 0,00 o,00 0,00 17 
Lainnya 

Beban Amortisasi Asel Tak 
Bewujud 

22 493 000,00 18 60.015000,00 37.522.000,00 168,82 

10Jumlah Beban Penyusutan dan 
Amortisasl (13 s.d. 18) 

148.710.083,00 65,29 371.416.937,00 224.706.854,00 

20 JUMLAH BEBAN (11+ 19) 9.503.139.650,00 8.005.477.767,00 607.661.786,00 3,64 

SURPLUSIDEFISIT DAR 
21 KEGIATAN OPERASIONAL (07 (9.603.139.660,00) (8.95.477.767,00) (507.661.786,00)(,64) 



Kenaikan 
Penurunan 

No. Uralan 2021 2020 

22KEGIATAN 

OPERASIONAL 
23 Defsit Penijualan Aset Nonlancar 
24 Surplus/Defistdari Keglatan 

Non-operasional (25) 
SURPLUSIDEFISIT-LO (2 (9.603.979.550,00) (8.995477.767,00)(508.501.786,00) (6,65) 

NON-

(840.000,00) (840.000,00)(100,00) 

(840.000,00) 0,00 (840.000,00) (100,00) 

26 
24) 

Bontang, 18 Mei 2022 
INSPEKTUR 

t 

ENIK RUSWATI. SE. MM, Ak. CA, CRA, CGCAE 
NIP. 19681029 1990032 005 



PEMERINTAH KOTA BONTANG 
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS 

INSPERTO er 2021 dan 31 Desember 2020 Untuk Tahun yang Berakhir pada 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 

No Uralan 2021 2020 

1 EKUITAS AWAL 1.168.791.741,00 308.564.908,00 
2 SURPLUS/DEFISIT-LO (9.503.979.550,00)| (8.995.477.767,00) 
3 DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN 

KEBIJAKANIKESALAHAN MENDASAR: 

4 KOREKSI NILAI PERSEDIAAN 0,00 0,00 

5 SELISIH REVALUASI ASET TETAP 0,00 0,00 

9.486.259.914,00 9.855.704.597,00 
1.151.072.105,00 1.168.791.738,00 

6 AIN-LAIN 

7EKUITAS AKHIR 
Bontang. 18 Mei 2022 
INSPEKTUR 

ENIK RUSWATI SE, MM, Ak, CA, CRA, CGCAE 
NIP. 19681029 199003 2 005 
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PEMERINTAH KOTA BONTANG 

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN 
INSPEKTORAT DAERAH 

Untuk Tahun yang Berakhir pada 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 

 
BAB I  

PENDAHULUAN 
 

 
Maksud dan Tujuan 
 

1.1 MAKSUD DAN TUJUAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN 
INSPEKTORAT DAERAH  

Sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 
2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 33 
Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat 
dan Pemerintah Daerah, Inspektorat Daerah menyusun Laporan 
Keuangan sebagai bentuk laporan pertanggungjawaban pelaksanaan 
APBD Tahun Anggaran 2021 dalam rangka akuntabilitas dan transparansi 
pengelolaan keuangan daerah.  

Laporan Keuangan Inspektorat Daerah Tahun Anggaran 2021 disusun 
dengan maksud untuk memenuhi kebutuhan informasi dari yang relevan 
mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan oleh 
Inspektorat Daerah selama Tahun Anggaran 2021, serta bermanfaat 
untuk meningkatkan akuntabilitas tugas pengawasan intern 
penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah Kota Bontang. 

Laporan Keuangan Inspektorat Daerah Tahun Anggaran 2021 disusun 
dengan tujuan untuk membandingkan realisasi belanja dengan anggaran 
yang telah ditetapkan, menilai kondisi keuangan, menilai efektivitas, 
efisiensi, dan tingkat keekonomisan, serta membantu menentukan 
ketaatannya terhadap peraturan perundang-undangan. Selain itu, Laporan 
Keuangan Inspektorat Daerah Tahun Anggaran 2021 juga bertujuan 
menyajikan informasi yang bermanfaat bagi para pengguna (stakeholders) 
dalam pengambilan keputusan publik. 

 
 

 

Landasan Hukum 1.2 LANDASAN HUKUM PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN 
INSPEKTORAT DAERAH  

Pelaporan Keuangan Inspektorat Daerah diselenggarakan berdasarkan 
peraturan Perundang-undangan yang mengatur Keuangan Daerah, yakni: 
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara; 
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan 

Negara; 
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan 

Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara; 
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 

Daerah; 
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan 

antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;  
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan 

Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;  
7. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar 

Akuntansi Pemerintahan; 
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8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan 
Keuangan Daerah; 

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang 
Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada 
Pemerintah Daerah; 

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang 
Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah; 

11. Peraturan Daerah Kota Bontang Nomor 4 Tahun 2013 tentang 
Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan; 

12. Peraturan Wali Kota Bontang Nomor 16 Tahun 2014 tentang 
Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah Sebagaimana Diubah 
Dengan Peraturan Wali Kota Bontang Nomor 44 Tahun 2019 
Tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Nomor 16 Tahun 2014 
Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah; 

13. Peraturan Wali Kota Bontang Nomor 53 Tahun 2015 Sistem dan 
Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana diubah 
dengan Peraturan Wali Kota Bontang Nomor 53 Tahun 2018; 
 

 
 

 

Sistematika 
Penulisan 

1.3 SISTEMATIKA PENULISAN CATATAN ATAS LAPORAN 
KEUANGAN   

 BAB I  PENDAHULUAN 
 1.1. Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan 

Inspektorat Daerah 
 1.2. Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan Inspektorat 

Daerah 
 1.3. Sistematika Penulisan Catatan atas Laporan Keuangan 

Inspektorat Daerah 

 BAB II EKONOMI MAKRO, KEBIJAKAN KEUANGAN DAN 
PENCAPAIAN TARGET KINERJA APBD INSPEKTORAT 
DAERAH 

 2.1. Ekonomi Makro 

 2.2. Kebijakan Keuangan 
 2.3. Indikator Pencapaian Target Kinerja APBD 

 BAB III IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN 
INSPEKTORAT DAERAH 

 3.1. Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan 
Inspektorat Daerah 

 3.2. Hambatan dan Kendala yang ada dalam pencapaian target 
yang telah ditetapkan 

 BAB IV KEBIJAKAN AKUNTANSI 
 4.1. Entitas Akuntansi Keuangan Daerah 
 4.2. Basis Akuntansi yang mendasari penyusunan Laporan 

Keuangan 
 4.3. Basis Pengukuran yang mendasari penyusunan Laporan 

Keuangan 
 4.4. Penerapan Kebijakan Akuntansi berkaitan dengan ketentuan 

yang berlaku (SAP) pada Inspektorat Daerah 

 BAB V PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN 
 5.1. Rincian dan Penjelasan masing-masing Pos-Pos Laporan 

Keuangan 
 5.1.1. Pendapatan 
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 5.1.2. Belanja 
 5.1.3. Beban 
 5.1.4. Aset 
 5.1.5. Kewajiban 
 5.1.6. Ekuitas Dana 

 BAB VI PENJELASAN ATAS INFORMASI-INFORMASI NON 
KEUANGAN 

 6.1. Domisili Entittas 
 6.2. Sifat Operasi 
 6.3. Struktur Organisasi Inspektorat Daerah 

 BAB VII PENUTUP 
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BAB II  
EKONOMI MAKRO, KEBIJAKAN KEUANGAN DAN PENCAPAIAN 

TARGET KINERJA APBD 
 
 
Ekonomi Makro 
 

2.1. EKONOMI MAKRO 

Mengacu pada kinerja perekonomian daerah Kota Bontang dan kinerja 
keuangan daerah dua tahun terakhir, yakni tahun 2020—2021, 
menunjukkan penurunan cukup signifikan akibat pandemi Covid-19. Hal 
tersebut menyebabkan penurunan pendapatan yang signifikan. 

Penanganan Covid-19 tahun 2021 mulai menampakkan hasil yang 
memuaskan. Hal ini didukung dengan adanya kebijakan dari pemerintah 
pusat untuk mewajibkan vaksin sebanyak dua dosis dalam rangka 
pembentukan imun masyakarat. Selain itu, kebijakan pembatasan 
pembatasan sosial telah dilonggarkan sehingga masyarakat mulai dapat 
melakukan kegiatan produktif yang menggerakkan perekonomian. 

Besarnya peran sektor migas sangat berdampak pada sisi pendapatan 
daerah, khususnya dana bagi hasil migas. Hal ini terkait dengan industri 
migas yang sangat fluktuatif mengikuti perubahan nilai tukar (exchange 
rate). Oleh karena itu, perekonomian Kota Bontang pada tahun 2020 dan 
2021 tidak lepas dari situasi perekonomian nasional yang dipengaruhi oleh 
nilai tukar.  

Perekonomian Kota Bontang masih sangat didominasi oleh sektor industri 
pengolahan dari sub sektor gas alam cair yang memengaruhi hingga 79% 
setiap tahunnya. Berdasarkan fakta tersebut, kebijakan pembangunan 
yang mampu mendorong dan megakselerasi tumbuhnya investasi menjadi 
sangat perlu diupayakan untuk secara gradual mendorong 
berkembangnya sektor-sektor nonmigas secara lebih berkelanjutan. 
Sebagai daerah pemekaran baru, sektor-sektor diluar migas yang 
menunjukkan peningkatan kontribusinya secara relatif adalah sektor 
bangunan dan sektor perdagangan, hotel dan restoran, sedangkan industri 
pengolahan sebagai kontributor terbesar dalam PDRB tanpa migas, masih 
sangat didominasi oleh industri pupuk dan kimia.  

Pertumbuhan ekonomi Kota Bontang menjadi sangat dipengaruhi oleh 
fluktuasi produksi industri gas alam cair. Hal ini berimplikasi pada relatif 
tidak signifikannya stimulasi kebijakan pembangunan ekonomi melalui 
program-program pembangunan pemerintah daerah terhadap 
pertumbuhan ekonomi Kota Bontang.  
 

Kebijakan 
Keuangan Daerah 
Kota Bontang  
 
 
 
 
 
 
 
 

2.2. KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH 

Dalam penyelenggaraan otonomi daerah, klasifikasi Belanja Daerah 
Inspektorat Daerah menurut fungsi adalah Fungsi Pelayanan Umum 
dengan subfungsi Pelayanan Umum Pemerintahan Lainnya pada unsur 
Pengawasan Urusan Pemerintahan 

Kebijakan belanja daerah Kota Bontang tahun 2021 disusun dengan 
pendekatan penganggaran berbasis kinerja (performance-based 
budgeting) yang berorientasi pada pencapaian hasil (output) dari input 
yang direncanakan, selain untuk pemenuhan layanan dasar masyarakat 
terutama diarahkan untuk mendukung prioritas pembangunan ekonomi 
daerah sebagaimana yang telah ditetapkan dalam RPJMD Kota Bontang 
Tahun 2016—2021.  
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Pencapaian sasaran prioritas pembangunan ekonomi daerah Kota 
Bontang tahun 2021 adalah sebagai berikut: 

1. Menyelesaikan masalah-masalah yang belum tertangani sesuai 
visi dan misi yang ditetapkan dalam rangka memperbaiki kualitas 
dan kuantitas pelayanan publik; 

2. Memberikan prioritas yang cukup untuk program pembangunan 
dalam rangka pemulihan ekonomi pasca pandemi Covid-19; 

3. Menjamin terlaksananya Prioritas Pembangunan Kota Bontang 
Tahun 2021; 

4. Fasilitasi penyelenggaraan pelayanan dasar pada masyarakat; 

5. Belanja Daerah yang dianggarkan juga untuk menunjang 
efektivitas pelaksanaan tugas dan fungsi Perangkat Daerah  

6. Meningkatkan efisiensi pengeluaran daerah dengan berorientasi 
pada kinerja dan kepentingan pelayanan publik untuk 
mengeliminasi sumber ketidakefisienan keuangan daerah 

Kebijakan keuangan daerah di Kota Bontang pada TA. 2021 secara umum 
diarahkan: 

1. Mengalokasikan ketersediaan dana dengan perkembangan kondisi 
internal dan eksternal pada Pemerintah Daerah, yakni sejumlah 
penyesuaian pasca penyebaran pandemi Covid-19 dan 
perkembangan dan kondisi perekonomian nasional pada tahun 
berjalan dan yang akan datang. 

2. Kebijakan belanja pada APBD Kota Bontang digunakan 
sepenuhnya untuk mendukung kebijakan dan program prioritas, 
sesuai dengan sasaran dan prioritas pembangunan tahun 2021. 

3. Kebijakan pembiayaan tahun 2021 diarahkan untuk dimanfaatkan 
sesuai dengan kondisi keuangan Pemerintah Daerah. 

Indikator Kinerja 
Fiskal Inspektorat 
Daerah 
Rp10.529.183.110,00 

Penetapan Indikator Kinerja Fiskal Inspektorat Daerah TA. 2021 
dilaksanakan sebanyak 2 (dua) kali, yakni: 

1. Indikator Kinerja Fiskal Awal yang ditetapkan melalui Dokumen 
Pelaksanaan Anggaran (DPA) Inspektorat Daerah Kota Bontang TA. 
2020 sesuai Peraturan Daerah Kota Bontang Nomor 10 Tahun 2020 
tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 
2021.  

2. Indikator Kinerja Fiskal Perubahan melalui Dokumen Perubahan 
Pelaksanaan Anggaran (DPPA) Inspektorat Daerah Kota Bontang 
TA. 2020 sesuai Peraturan Daerah Kota Bontang Nomor 2 Tahun 
2021 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 
Tahun Anggaran 2021. 

 
Rincian Indikator Kinerja Fiskal Inspektorat Daerah Kota Bontang Tahun 
Anggaran 2021 tersaji sebagai berikut: 
 
 
 
 
 
 



        

13 
 

Tabel 2.1 
Indikator Kinerja Fiskal Inspektorat Daerah Tahun Anggaran 2021 

 

Uraian DPA (Rp) DPPA (Rp) 
Naik/ 
Turun 

(%) 

1. Belanja Pegawai 7.574.098.673,00  6.859.899.094,00  (9,43) 

2. Belanja Barang 
dan Jasa 

2.741.934.437,00  3.189.276.849,00  16,31  

3. Belanja Modal 213.150.000,00  373.289.456,00  75,13  

Total Belanja 10.529.183.110,00  10.422.465.399,00  (1,01) 

 

 Indikator Kinerja Fiskal Inspektorat Daerah Kota Bontang TA. 2021 yang 
pada awalnya ditetapkan senilai Rp10.529.183.110,00 mengalami 
perubahan menjadi Rp10.422.465.399,00 atau menurun sebesar 
Rp106.717.711,00 (1,01%). Perubahan penetapan indikator kinerja fiskal 
tersebut disebabkan adanya perubahan Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Daerah Kota Bontang TA. 2021.  

Rincian belanja dipergunakan melaksanakan program dan kegiatan 
pembangunan daerah sebagai berikut: 
 

Tabel 2.2 
Anggaran Belanja Program dan Kegiatan TA. 2021 

No. Program / Kegiatan DPA (Rp) DPPA (Rp) 
Naik/ 
Turun 

(%) 

I. 
Administrasi Keuangan Perangkat 
Daerah 

8.291.722.189,00 7.499.723.094,00 (9,55) 

1 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 7.632.428.189,00 6.851.329.094,00 (10,23) 

2 
Pelaksanaan Penatausahaan dan 
Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 

659.294.000,00 648.394.000,00 (1,65) 

II. 
Administrasi Kepegawaian 
Perangkat Daerah 

308.426.036,00 297.016.036,00 (3,70) 

1 
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta 
Atribut Kelengkapannya 

62.286.036,00 86.626.036,00 39,08  

2 
Pendidikan dan Pelatihan Pegawai 
Berdasarkan Tugas dan Fungsi 

246.140.000,00 210.390.000,00 (14,52) 

III. 
Administrasi Umum Perangkat 
Daerah 

491.733.513,00 695.521.081,00 41,44  

1 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 17.152.495,00 17.152.495,00 0,00  

2 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 111.633.656,00 132.722.156,00 18,89  

3 
Penyediaan Barang Cetakan dan 
Penggandaan 

47.379.438,00 43.180.738,00 (8,86) 

4 
Penyediaan Bahan Bacaan dan 
Peraturan Perundang-undangan 

10.395.000,00 10.395.000,00 0,00  

5 
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi 
dan Konsultasi SKPD 

272.688.000,00 354.000.000,00 29,82  

IV. 
Pengadaan Barang Milik Daerah 
Penunjang Urusan Pemerintah 
Daerah 

48.170.000,00 47.690.000,00 (1,00) 

1 
Pengadaan Kendaraan Dinas 
Operasional atau Lapangan 

48.170.000,00 47.690.000,00 (1,00) 
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No. Program / Kegiatan DPA (Rp) DPPA (Rp) 
Naik/ 
Turun 

(%) 

V. 
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan 
Pemerintahan Daerah 

140.236.888,00 140.236.888,00 0,00  

1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 4.490.000,00 4.490.000,00 0,00  

2 
Penyediaan Jasa Peralatan dan 
Perlengkapan Kantor 

16.175.000,00 16.175.000,00 0,00  

3 
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum 
Kantor 

119.571.888,00 119.571.888,00 0,00  

VI. 
Pemeliharaan Barang Milik Daerah 
Penunjang Urusan Pemerintahan 
Daerah 

315.734.000,00 326.247.000,00 3,33  

1 

Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya 
Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan 
Kendaraan Dinas Operasional atau 
Lapangan 

315.734.000,00 326.247.000,00 3,33  

VII. 
Penyelenggaraan Pengawasan 
Internal 

480.390.000,00 937.205.000,00 95,09  

1 
Pengawasan Keuangan Pemerintah 
Daerah 

180.850.000,00 637.665.000,00 252,59  

2 Reviu Laporan Keuangan 230.010.000,00 230.010.000,00 0,00  

3 
Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut 
Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak 
Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP 

69.530.000,00 69.530.000,00 0,00  

VIII. 
Perumusan Kebijakan Teknis di 
Bidang Pengawasan Dan Fasilitasi 
Pengawasan 

20.400.000,00 20.400.000,00 0,00  

1 
Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang 
Pengawasan 

20.400.000,00 20.400.000,00 0,00  

IX. Pendampingan dan Asistensi 499.730.000,00 458.426.300,00 (8,27) 

1 
Pendampingan dan Asistensi Urusan 
Pemerintahan Daerah 

35.900.000,00 35.900.000,00 0,00  

2 
Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi 
serta Verifikasi Pencegahan dan 
Pemberantasan Korupsi 

463.830.000,00 422.526.300,00 (8,90) 

 

Indikator Kinerja 
APBD Kota Bontang 
TA. 2021 

2.3 INDIKATOR PENCAPAIAN TARGET KINERJA APBD 

Prioritas pembangunan daerah Kota Bontang TA. 2021 diarahkan pada 
pencapaian 3 (tiga) misi pembangunan daerah Kota Bontang tahun 
2016—2021, yakni:  

1. Menjadikan Kota Bontang sebagai Smart City melalui peningkatan 
kualitas sumberdaya manusia;  

2. Menjadikan Kota Bontang sebagai Green City melaluipeningkatan 
kualitas lingkungan hidup;  

3. Menjadikan Kota Bontang sebagai Creative City melalui 
pengembangan kegiatan 

Inspektorat  Daerah melaksanakan misi Smart City  dengan prioritas 
bidang tata kepemerintahan yang terdiri dari  

1. Reformasi Birokrasi dan Peningkatan kapasitas kelembagaan serta 
akuntabilitas Kinerja Birokrasi 

2. Peningkatan Pelayanan atas  penyelenggaraan Pemerintahan yang 
baik dan bersih (Good Governance and clean government) 
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3. Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi. 

Perjanjian Kinerja 
Inspektorat Daerah  

Berdasarkan prioritas pembangunan daerah tersebut, Inspektorat Daerah  
menetapkan 3 (tiga)  kebijakan pengawasan daerah Kota Bontang TA. 
2021 yang menjadi dasar penetapan Perjanjian Kinerja (Performance 
Agreement) sebagai berikut: 

1. Penguatan akuntabilitas kinerja dan keuangan SKPD 
2. Percepatan tata kelola kepemerintahan yang baik dan pelayanan 

publik 
3. Penunjang pengawasan lainnya 

Tabel 2.3 
Perjanjian Kinerja Inspektorat Daerah Tahun 2021 

NO. 
PERSPEKTIF SASARAN STRATEGIS 

INDIKATOR KINERJA 

TAHUN 2021 

SATUAN TARGET 

A. Perspektif Pengguna Layanan (Stakeholders) 

A.1. 
Meningkatnya mutu akuntabilitas kinerja penyelenggaraan urusan 
pemerintahan daerah 

A.1.1. 
Indeks rata-rata akuntabilitas penyelenggaraan 
urusan pemerintahan daerah 

Skor 3 (B) 

A.1.2. 
Indeks rata-rata akuntabilitas kinerja Perangkat 
Daerah 

Skor 3 (B) 

A.1.3. 
Rasio temuan BPK yang telah selesai 
ditindaklanjuti 

% 90 

A.1.4. 
Rasio temuan APIP yang telah selesai 
ditindaklanjuti 

% 100 

A.2. 
Meningkatnya mutu akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah 
Kota Bontang 

A.2.1 Indeks opini BPK atas LKPD Skor 4 (WTP) 

A.3. 
Meningkatnya efektivitas pelaksanaan reformasi birokrasi di 
lingkungan pemerintah Kota Bontang 

A.3.1 Indeks RB Kota Bontang Skor B 

A.3.2 
Jumlah Perangkat Daerah pelayanan publik 
yang telah berpredikat ZI menuju WBK/WBBM 

PD 2 

A.4. 
Meningkatnya efektivitas pelaksanaan pencegahan dan 
pemberantasan korupsi Kota Bontang 

A.4.1 
Rasio capaian AD PPK Kota Bontang dengan 
kategori "Memuaskan" 

% 100 

A.5. 
Meningkatnya efektivitas penanganan kasus pengaduan 
masyarakat dan aparatur yang terbuka dan responsif 

A.5.1 
Persentase kasus pengaduan masyarakat dan 
aparatur yang telah selesai ditindaklanjuti 

% 100 

A.6. Meningkatnya kualitas penerapan SPIP Kota Bontang 

A.6.1 Tingkat Maturitas SPIP Kota Bontang Level 3 

B. Perspektif Proses Internal (Internal Business Process) 

B.1. Meningkatnya mutu kapabilitas APIP Kota Bontang 

B.1.1. Tingkat kapabilitas APIP Kota Bontang Level 3 

B.1.2. 
Indeks kepuasan auditi atas kinerja 
pengawasan Inspektorat Daerah 

Indeks 3 

B.1.3. 
Ketepatan perencanaan terhadap waktu proses 
pelaksanaan dan pelaporan pengawasan 

% 90 
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NO. 
PERSPEKTIF SASARAN STRATEGIS 

INDIKATOR KINERJA 

TAHUN 2021 

SATUAN TARGET 

B.1.4. 
Nilai rata-rata keberhasilan kegiatan Inspektorat 
Daerah 

% 84 

C. Perspektif Pembelajaran dan Pertumbuhan (Learning and Growth) 

C.1. Meningkatnya kapasitas SDM yang profesional 

C.1.2. 
Tingkat efektivitas penerapan manajemen SDM 
Inspektorat Daerah 

Skor Baik 

C.2. Meningkatnya mutu kelembagaan dan ketatalaksanaan 

C.2.1. 
Tingkat kematangan manajemen risiko 
Inspektorat Daerah 

Level 4 

C.3. 
Meningkatnya pemanfaatan teknologi informasi dan kualitas 
sarana dan prasarana dalam tata kelola organisasi 

C.3.1. Jumlah proses bisnis yang telah berbasis TIK % 100% 

C.3.2. Jumlah utilitas aset kondisi baik % 100 

D. Perspektif Keuangan (Financial) 

D.1. Meningkatnya pengelolaan anggaran yang efektif 

D.1.1. 
Jumlah kegiatan utama pengawasan intern 
yang telah menerapkan anggaran responsif 
gender (ARG) 

% 100 

D.1.2 
Persentase kinerja pelaksanaan anggaran 
Inspektorat Daerah 

% 80 

D.1.3. 
Capaian fisik Renja Inspektorat Daerah dengan 
kategori "Baik" 

% 100 
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BAB III 
IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN INSPEKTORAT 

DAERAH 
 
 
Ikhtisar Pencapaian 
Target Kinerja 
Keuangan 
Inspektorat Daerah 
 

1.1. IKHTISAR REALISASI PENCAPAIAN TARGET KINERJA 
KEUANGAN INSPEKTORAT DAERAH 

Indikakor kinerja fiskal perubahan Inspektorat Daerah tahun 2021 sebesar 
Rp10.422.465.399,00 telah direalisasikan sebesar Rp9.486.259.914,00 
atau tercapai 91,02% dan sisa anggaran sebesar Rp936.205.485,00. 
Rincian target dan realisasi Kinerja Fiskal Inspektorat Daerah TA 2021 
tersaji sebagai berikut: 
 

Tabel 3.1. 
Ikhtisar Kinerja Fiskal Inspektorat Daerah TA. 2021 

 

Uraian Target Realisasi  (%) 

1. Belanja Pegawai 6.859.899.094,00 6.131.523.036,00 89,38 

2. Belanja Barang dan 
Jasa 

3.189.276.849,00 3.003.126.204,00 94,16 

3. Belanja Modal 373.289.456,00 351.610.674,00 94,19 

Total Belanja 10.422.465.399,00 9.486.259.914,00 91,02 

 

 Perkembangan target dan realisasi kinerja fiskal Inspektorat Daerah TA.  
2010 s.d. 2021 berdasarkan kriteria capaian akuntabilitas keuangan 
sebagai berikut: 
 

Tabel 3.2 
Capaian Kinerja Fiskal Inspektorat Daerah TA.  2012—2021 

 

Tahun 
Anggaran 

Target Realisasi % Predikat 

2012 10.227.900.581,00 8.198.855.514,00 80,16 Tinggi 

2013 11.526.824.864,00 9.082.197.240,00 78,79 Tinggi 

2014 11.725.740.571,00 10.053.000.446,00 85,73 Tinggi 

2015 12.843.339.677,00 10.984.024.726,00 85,82 Tinggi 

2016 8.565.210.561,00 8.165.132.444,00 95,33 Sangat Tinggi 

2017 7.442.985.323,00 6.210.624.949,00 83,44 Tinggi 

2018 8.285.279.714,00 7.497.523.896,00 90,49 Sangat Tinggi 

2019 10.089.295.107,00 9.761.071.511,00 96,75 Sangat Tinggi 

2020 10.504.392.695,00 9.894.985.034,00 94,20 Sangat Tinggi 

2021 10.422.465.399,00 9.486.259.914,00 91,02 Sangat Tinggi 
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Grafik 3.1 
Perkembangan Target dan Realisasi Belanja  Inspektorat Daerah TA. 

2012—2021 

 
 Ikhtisar capaian realiasasi kinerja keuangan berdasarkan program dan 

kegiatan Inspektorat TA. 2021 adalah sebagai berikut 
 

Tabel 3.3 
Realisasi Kinerja Keuangan Berdasarkan Program dan Kegiatan TA 

2021 
 

No. Program / Kegiatan Target (Rp) Realisasi (Rp)  (%) 

I. 
Program Penunjang Urusan 
Pemerintahan Daerah 
Kabupaten/Kota 

9.006.434.099,00 8.123.036.171,00 90,19 

1 
Administrasi Keuangan 
Perangkat Daerah 

7.499.723.094,00 6.756.098.673,00 90,08 

2 
Administrasi Kepegawaian 
Perangkat Daerah 

297.016.036,00 261.852.907,00 88,16 

3 
Administrasi Umum 
Perangkat Daerah 

695.521.081,00 682.639.586,00 98,15 

4 
Pengadaan Barang Milik 
Daerah Penunjang Urusan 
Pemerintah Daerah 

47.690.000,00 46.030.524,00 96,52 

5 
Penyediaan Jasa Penunjang 
Urusan Pemerintahan Daerah 

140.236.888,00 134.888.818,00 96,19 

0,00

2.000.000.000,00

4.000.000.000,00

6.000.000.000,00

8.000.000.000,00

10.000.000.000,00

12.000.000.000,00

14.000.000.000,00

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Target Realisasi
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6 
Pemeliharaan Barang Milik 
Daerah Penunjang Urusan 
Pemerintahan Daerah 

326.247.000,00 241.525.663,00 74,03 

II. 
Program Penyelenggaraan 
Pengawasan 

937.205.000,00 919.475.062,00 98,11 

7 
Penyelenggaraan 
Pengawasan Internal 

937.205.000,00 919.475.062,00 98,11 

III. 
Program Perumusan 
Kebijakan, Pendampingan, 
dan Asistensi 

478.826.300,00 443.748.681,00 92,67 

8 
Perumusan Kebijakan Teknis 
di Bidang Pengawasan dan 
Fasilitasi Pengawasan 

20.400.000,00 20.275.333,00 99,39 

9 Pendampingan dan Asistensi 458.426.300,00 423.473.348,00 92,38 

  TOTAL 10.422.465.399,00 9.486.259.914,00 91,02 

 

 Penjelasan secara rinci mengenai capaian Perjanjian Kinerja 
(Performance Agreement) Inspektorat Daerah Tahun 2021 dapat dilihat 
pada Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Inspektorat Daerah 
Tahun 2021. 

 
 
Hambatan dan 
Kendala 
Pencapaian Target  

1.2. HAMBATAN DAN KENDALA DALAM PENCAPAIAN TARGET 
YANG DITETAPKAN  

Berdasarkan tabel 3.2 diketahui bahwa realisasi target anggaran tahun 
2021 sebesar Rp9.486.259.914,00 sedangkan realisasi target anggaran 
tahun 2020 sebesar Rp9.894.985.034,00 atau mengalami penurunan 
sebesar 4,13%. 

Faktor-faktor yang menjadi penghambat dalam pencapaian kinerja 
keuangan Tahun Anggaran 2021 masih sama dengan tahun-tahun 
sebelumnya, yaitu: 

1. Adanya perubahan kebijakan penganggaran yang dipengaruhi oleh 
kondisi fiskal pemerintah daerah. 

2. Perubahan skenario pencapaian tujuan dan sasaran program serta 
kegiatan pengawasan intern penyelenggaraan urusan pemerintahan 
daerah, yang diakibatkan  antara lain perubahan kebijakan 
perencanaan daerah dan pelaksanaan pengawasan intern serta 
menyesuaikan perubahan kebijakan penganggaran daerah sehingga 
mempengaruhi kinerja organisasi. 

Faktor-faktor pendukung pencapaian sasaran kinerja Inspektorat Daerah 
tahun 2021 yang ditetapkan antara lain: 
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1. Komitmen yang kuat dari Pemerintah Kota Bontang untuk 
mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang cerdas (smart 
governance), yang diformalkan dalam misi  RPJMD Kota Bontang 
Tahun 2016—2021.  

2. Koordinasi dengan Perangkat Daerah dan unit kerja di lingkungan 
Pemerintah Kota Bontang semakin meningkat. 

3. Koordinasi antara sesama APIP Fungsional, Pemeriksa Eksternal, 
Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat semakin meningkat. 
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BAB IV 
KEBIJAKAN AKUNTANSI 

 
 

Entitas Akuntansi 
Keuangan  

4.1. ENTITAS AKUNTANSI KEUANGAN DAERAH 

Inspektorat Daerah adalah salah satu Perangkat Daerah di lingkungan 
Pemerintah Kota Bontang yang merupakan Entitas Akuntansi yang 
berkewajiban menyusun laporan keuangan atas pertanggungjawaban 
pelaksanaan APBD.  

 
 
Basis Akuntansi 
Laporan Keuangan  

4.2 BASIS AKUNTANSI YANG MENDASARI PENYUSUNAN 
LAPORAN KEUANGAN 

Basis akuntansi yang digunakan dalam laporan keuangan Pemerintah 
Kota Bontang adalah basis akrual untuk pengakuan beban, aset, 
kewajiban dan ekuitas, dan basis kas untuk pengakuan Pendapatan–LRA 
dan Belanja.  

Basis akrual untuk LO berarti bahwa beban diakui pada saat kewajiban 
yang mengakibatkan penurunan nilai kekayaan bersih telah terpenuhi 
walaupun kas belum dikeluarkan dari rekening kas umum daerah atau 
entitas pelaporan.  

Dalam hal anggaran disusun dan dilaksanakan berdasarkan basis kas, 
maka LRA disusun berdasarkan basis kas berarti bahwa pendapatan dan 
penerimaan pembiayaan diakui pada saat kas diterima di rekening Kas 
Umum Daerah atau oleh entitias pelaporan; serta belanja, transfer dan 
pengeluaran pembiayaan diakui pada saat kas dikeluarkan dari rekening 
Kas Umum Daerah.  

Basis akrual untuk Neraca berarti bahwa aset, kewajiban, dan ekuitas 
dana diakui dan dicatat pada saat terjadinya transaksi, atau pada saat 
kejadian atau kondisi lingkungan berpengaruh pada keuangan Pemerintah 
Kota Bontang, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima 
atau dibayar oleh Kas Daerah. 

 
 
Basis Pengukuran 
Laporan Keuangan  

4.3.  BASIS PENGUKURAN YANG MENDASARI PENYUSUNAN 
LAPORAN KEUANGAN 

Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan 
memasukkan setiap pos dalam Laporan Keuangan Inspektorat Daerah 
Kota Bontang. Pengukuran pos-pos dalam Laporan Keuangan Inspektorat 
menggunakan nilai perolehan historis yang dinyatakan dalam mata uang 
Rupiah. 

 
 
Penerapan 
Kebijakan Akuntansi  

4.4 PENERAPAN KEBIJAKAN AKUNTANSI BERKAITAN DENGAN 
KETENTUAN YANG ADA DALAM SAP PADA INSPEKTORAT 
DAERAH KOTA BONTANG 

Laporan Keuangan Inspektorat Daerah Tahun 2021 disusun dan disajikan 
berbasis akrual. Adapun laporan tahun-tahun sebelumnya masih 
menggunakan akuntansi berbasis kas menuju akrual (cash toward 
accrual). Perubahan basis akuntansi ini sesuai dengan ketentuan 
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang 
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Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada 
Pemerintah Daerah dan Peraturan Wali Kota Bontang Nomor 53 Tahun 
2015 Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah. 

Komponen Laporan Keuangan Inspektorat Daerah Tahun 2021 berbasis 
akrual terdiri dari: 

1. Laporan Realisasi Anggaran (LRA) 
Laporan Realisasi Anggaran Inspektorat Daerah merupakan laporan 
yang menyajikan ikhtisar sumber, alokasi, dan pemakaian sumber 
daya keuangan yang dikelola oleh Inspektorat Daerah, yang 
menggambarkan perbandingan antara anggaran dan realisasi dalam 
satu periode pelaporan. Laporan Realisasi Anggaran Inspektorat 
Daerah menyajikan informasi mengenai Pendapatan–LRA, Belanja 
dan Surplus/Defisit. 

2. Laporan Operasional (LO) 
Laporan  Operasional menyajikan ikhtisar sumber daya ekonomi 
yang menambah ekuitas dan penggunaannya yang dikelola oleh 
Inspektorat Daerah untuk kegiatan operasional penyelenggaraan 
pemerintahan dalam satu periode pelaporan. Informasi yang disajikan 
dalam Laporan Operasional adalah besarnya beban yang harus 
ditanggung Inspektorat Daerah untuk menjalankan pelayanan yang 
berguna untuk mengevaluasi kinerja pemerintah dalam hal efesiensi, 
efektivitas dan kehematan perolehan serta penggunaan sumber daya 
ekonomi. Laporan Operasional Inspektorat Daerah menyajikan pos 
Pendapatan–LO, Beban dan Surplus/Defisit Operasional.  

3. Laporan Perubahan Ekuitas (LPE) 
Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi mengenai 
perubahan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun 
sebelumnya yang terdiri dari Ekuitas Awal, Surplus/Defisit–LO, 
Koreksi Ekuitas, RK PPKD dan Ekuitas Akhir. 

4. Neraca 

Neraca Inspektorat Daerah merupakan laporan yang 
menggambarkan posisi keuangan mengenai Aset Lancar, Aset 
Tetap, Aset Lainnya, Kewajiban, dan Ekuitas pada tanggal pelaporan. 

5. Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) 

Catatan atas Laporan Keuangan menyajikan penjelasan dan daftar 
mengenai nilai suatu akun  yang disajikan dalam Laporan Realisasi 
Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan  
Ekuitas, dalam rangka pengungkapan yang memadai. 

Dalam rangka meningkatkan mutu pengelolaan keuangan daerah tahun 
2021, Pemerintah Kota Bontang telah menggunakan sistem informasi 
manajemen yang terdiri dari: 

1. Aplikasi Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah berbasis 
web, e-finance yang digunakan untuk pengelolaan keuangan mulai 
kegiatan penganggaran keuangan daerah, penatausahaan, 
pertanggungjawaban dan pelaporan berdasarkan Sistem Akuntansi 
Keuangan Daerah (SAKD) berbasis Akrual. 

2. Aplikasi Sistem Informasi Manajemen Aset (SIM ASET) yang 
digunakan untuk pengelolaan aset mulai dari kegiatan penerimaan, 
pengeluaran, penyaluran, penatausahaan hingga pelaporan. 

3. Aplikasi Sistem Informasi Manajemen Persediaan (SIM PERSED) 
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yang digunakan untuk pengelolaan aset mulai dari kegiatan 
penerimaan, pengeluaran dan penyaluran, penatausahaan hingga 
pelaporan. 

Data dan informasi yang disajikan pada pelaporan keuangan 
Inspektorat Daerah tahun 2021 merupakan hasil rekonsiliasi dari 
ketiga aplikasi tersebut.  

Kebijakan akuntansi yang digunakan dalam penyusunan Laporan 
Keuangan Inspektorat Daerah  adalah sebagai berikut: 

 
 
Belanja 4.4.1 BELANJA 

Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah 
yang mengurangi ekuitas dana lancar dalam periode tahun anggaran 
bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh 
Pemerintah Kota Bontang. Belanja diukur dan dicatat berdasarkan nilai 
perolehan. Belanja diukur dan dicatat berdasarkan asas bruto sesuai 
dengan realisasi pengeluaran kas atau sesuai dengan dokumen 
pengeluaran yang sah. 

Realisasi anggaran belanja dilaporkan sesuai dengan klasifikasi yang 
ditetapkan dalam dokumen anggaran. Belanja dirinci menurut urusan 
pemerintahan daerah, organisasi, program, kegiatan, jenis, objek, dan 
rincian objek. Klasifikasi belanja pada Inspektorat Daerah meliputi Belanja 
Operasi dan Belanja Modal. 

Belanja Operasi adalah pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari 
pemerintah daerah yang memberi manfaat jangka pendek, terdiri dari: 

1. Belanja Pegawai adalah pengeluaran anggaran untuk kompensasi 
kepada Pegawai ASN yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan 
peraturan perundang-undangan. 

2. Belanja Barang dan Jasa adalah pengeluaran untuk pengadaan 
barang dan jasa yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) 
bulan.  

Belanja Modal adalah pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap 
dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari 1 (satu) periode 
akuntansi. Belanja modal meliputi belanja modal untuk perolehan Tanah, 
Gedung dan Bangunan, Peralatan dan Mesin, Jalan Irigasi dan Jaringan, 
Aset Tetap Lainnya, dan Aset Lainnya. 

Suatu pengeluaran belanja akan diperlakukan sebagai belanja modal jika 
memenuhi seluruh kriteria sebagai berikut: 

1. Manfaat ekonomi barang yang dibeli lebih dari 12 (dua belas) bulan;  

2. Barang yang dibeli merupakan obyek pemeliharaan atau barang 
tersebut memerlukan biaya/ongkos untuk dipelihara;  

3. Perolehan barang tersebut tidak untuk dijual/diserahkan kepada pihak 
ketiga atau masyarakat;  

4. Nilai rupiah pembelian barang material atau pengeluaran untuk 
pembelian barang tersebut melebihi batasan minimal kapitalisasi aset 
tetap.  

Suatu pengeluaran belanja pemeliharaan akan diperlakukan sebagai 
belanja modal (dikapitalisasi menjadi aset tetap) jika memenuhi seluruh 
kriteria sebagai berikut : 
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1. Manfaat ekonomi atas barang/aset tetap yang dipelihara:  

a. Bertambah nilai ekonomis/efisien, dan/atau  

b. Bertambah umur ekonomis, dan/atau  

c. Bertambah volume, dan/atau  

d. Bertambah kapasitas produksi.  

2. Nilai rupiah pengeluaran belanja atas pemeliharaan barang/aset tetap 
tersebut material/melebihi batasan minimal kapitalisasi aset tetap 
yang telah ditetapkan, yaitu: 

a. Nilai satuan minimum kapitalisasi aset tetap atas pemeliharaan 
barang/aset tetap berupa peralatan dan mesin serta aset tetap 
lainnya adalah nilai per unitnya sebagai berikut : 
1) alat angkutan dan alat berat sebesar Rp2.000.000,00. 
2) peralatan dan mesin lainnya selain alat angkutan dan alat 

berat sebesar Rp1.000.000,00. 
3) aset tetap lainnya seperti barang bercorak budaya/kesenian, 

hewan, ternak, tanaman, dan aset tetap lainnya kecuali buku-
buku perpustakaan sebesar Rp.300.000,00. 

4) aset tetap lainnya berupa buku perpustakaan sebesar 
Rp.150.000,00. 

b. Nilai satuan minimum kapitalisasi aset tetap atas pemeliharaan 
barang/aset tetap konstruksi sebesar Rp20.000.000,00. 

 
 
Beban  4.4.2 BEBAN 

Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam 
periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa 
pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban. Beban diukur 
dan dicatat sebesar beban yang terjadi selama periode pelaporan.  

Beban dinilai sebesar akumulasi beban yang terjadi selama satu periode 
pelaporan dan disajikan pada laporan operasional sesuai dengan 
klasifikasi ekonomi (line item). Klasifikasi ekonomi pada prinsipnya 
mengelompokkan berdasarkan jenis beban. Klasifikasi ekonomi untuk 
pemerintah daerah terdiri dari beban pegawai, beban barang, beban 
bunga, beban subsidi, beban hibah, beban bantuan sosial, beban 
penyusutan aset tetap/amortisasi, beban transfer, dan beban tak terduga. 

Beban diakui pada saat timbulnya kewajiban, terjadi konsumsi aset, atau 
terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa. Saat timbulnya 
kewajiban adalah saat terjadinya peralihan hak dari pihak lain ke 
pemerintah tanpa diikuti keluarnya kas dari kas umum daerah. Contoh 
timbulnya kewajiban adalah pembayaran tunjangan kinerja PNS pada 
bulan yang berkenaan namun baru dibayarkan pada bulan berikutnya. 
Terjadinya konsumsi aset adalah saat pengeluaran kas kepada pihak lain 
yang tidak didahului timbulnya kewajiban dan/atau konsumsi aset nonkas 
dalam kegiatan operasional pemerintah. Sedangkan penurunan manfaat 
ekonomi atau potensi jasa terjadi pada saat penurunan nilai aset 
sehubungan dengan penggunaan aset bersangkutan/berlalunya waktu. 
Contoh penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa adalah penyusutan 
atau amortisasi. 

 

Beberapa pengakuan Beban pada Inspektorat Daerah sebagai berikut: 
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1. Beban Pegawai 

Beban pegawai merupakan kompensasi terhadap pegawai baik dalam 
bentuk uang atau barang, yang harus dibayarkan kepada pejabat 
negara dan pegawai negeri sipil.  

2. Beban Barang 

Beban Barang merupakan penurunan manfaat ekonomi dalam 
periode pelaporan yang menurunkan ekuitas. Beban barang diakui 
ketika bukti penerimaan barang atau Berita Acara Serah Terima 
ditandatangani. Dalam hal pada akhir tahun masih terdapat barang 
persediaan yang belum terpakai, maka dicatat sebagai pengurang 
beban. Beban Barang terdiri dari Beban Persediaan, Beban Jasa, 
Beban Pemeliharaan, dan Beban Perjalanan Dinas. 

3. Beban Penyusutan/Amortisasi 

Beban Penyusutan adalah alokasi yang sistematis atas nilai suatu 
aset tetap yang dapat disusutkan (depreciable assets) selama masa 
manfaat aset yang bersangkutan. Beban penyusutan/amortisasi 
dilakukan dengan metode garis lurus (straight line method). 

 
 
Aset 4.4.3 ASET 

Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh 
Pemerintah Kota Bontang sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari 
mana manfaat ekonomi dan/atau sosial di masa depan diharapkan dapat 
diperoleh, baik oleh Pemerintah Kota Bontang maupun masyarakat, serta 
dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya nonkeuangan 
yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan 
sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya. 

Aset diklasifikasikan ke dalam aset lancar dan nonlancar. Suatu aset 
diklasifikasikan sebagai aset lancar jika diharapkan segera untuk dapat 
direalisasikan atau dimiliki untuk dipakai atau dijual dalam waktu 12 (dua 
belas) bulan sejak tanggal pelaporan. Aset yang tidak dapat dimasukkan 
dalam kriteria tersebut diklasifikasikan sebagai aset nonlancar. 

Aset lancar meliputi kas dan setara kas, investasi jangka pendek, piutang, 
dan persediaan. Aset nonlancar mencakup aset yang bersifat jangka 
panjang, dan aset tak berwujud. Aset non lancar diklasifikasikan menjadi 
investasi jangka panjang, aset tetap, dana cadangan, dan aset lainnya. 

 
 
Aset Lancar 4.4.3.1. ASET LANCAR  

1. Kas atau Setara Kas 

Kas dan setara kas adalah uang tunai dan saldo simpanan di bank 
yang setiap saat dapat digunakan untuk membiayai kegiatan 
pemerintahan. Kas juga meliputi seluruh Uang Yang Harus 
Dipertanggungjawabkan (UYHD)/Uang Untuk 
dipertanggungjawabkan (UUDP) yang belum dipertanggungjawabkan 
hingga pelaporan neraca, termasuk uang tunai dan saldo simpanan 
di bank pada SKPD / UPTD BLUD. Dalam pengertian kas ini juga 
termasuk setara kas yaitu investasi jangka pendek yang sangat likuid 
yang siap dicairkan menjadi kas yang mempunyai masa jatuh tempo 
yang pendek, yaitu 3 (tiga) bulan atau kurang dari tanggal 
perolehannya. 
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Kas diakui pada saat diterima atau dikeluarkan berdasarkan nilai 
nominal. Nilai nominal artinya disajikan sebesar nilai rupiahnya,  

2. Persediaan 

Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau 
perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan 
operasional Pemerintah Kota Bontang, dan barang-barang yang 
dimaksudkan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka 
pelayanan kepada masyarakat.  

Persediaan disajikan sebesar: 

a. Biaya perolehan apabila diperoleh dengan pembelian; 
b. Harga pokok produksi apabila diperoleh dengan memproduksi 

sendiri; 
c. Nilai wajar apabila diperoleh dengan cara lainnya seperti donasi; 

Klasifikasi persediaan terdiri dari: 

a. Persediaan barang pakai habis; dan 
b. Persediaan barang tak habis pakai. 
Persediaan merupakan aset lancar berupa: 

a. Barang atau perlengkapan (supplies) yang digunakan dalam 
rangka kegiatan operasional Pemerintah Kota Bontang; 

b. Bahan atau perlengkapan (supplies) yang digunakan dalam 
proses produksi; 

c. Barang dalam proses produksi yang dimaksudkan untuk dijual 
atau diserahkan kepada masyarakat; 

d. Barang yang disimpan untuk dijual atau diserahkan kepada 
masyarakat dalam rangka kegiatan Pemerintah Kota Bontang. 

Persediaan diakui: 

a. pada saat potensi manfaat ekonomi masa depan diperoleh 
Pemerintah Kota Bontang dan mempunyai nilai atau biaya yang 
dapat diukur andal,  

b. pada saat diterima atau hak kepemilikannya dan/atau 
kepenguasaannya berpindah. 

Terdapat dua pendekatan pengakuan beban persediaan, yaitu 
pendekatan aset dan pendekatan beban dijelaskan sebagai berikut: 

a. Pendekatan Aset, pengakuan beban persediaan diakui ketika 
persediaan telah dipakai atau dikonsumsi. Pendekatan aset 
digunakan untuk persediaan-persediaan yang maksud 
penggunaannya untuk selama satu periode akuntansi, atau untuk 
maksud berjaga-jaga. Contohnya antara lain adalah persediaan 
di Sekretariat SKPD. 

b. Pendekatan Beban, setiap pembelian persediaan akan langsung 
dicatat sebagai beban persediaan. Pendekatan beban digunakan 
untuk persediaan-persediaan yang maksud penggunaannya 
untuk waktu yang segera /tidak dimaksudkan untuk sepanjang 
satu periode. Contohnya adalah persediaan untuk suatu 
kegiatan. 

Pemakaian persediaan menggunakan Metode Masuk Pertama 
Keluar Pertama atau First In First Out  (MPKP atau FIFO). 
Pengukuran beban persediaan menggunakan harga pembelian 
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terakhir. Beban persediaan dicatat sebesar pemakaian persediaan 
(use of goods) dengan Metode Periodik. Dalam metode periodik, 
fungsi akuntansi tidak langsung mengkinikan nilai persediaan ketika 
terjadi pemakaian. Jumlah persediaan akhir diketahui dengan 
melakukan perhitungan fisik (stock opname) pada akhir periode.  
Pada akhir periode inilah dibuat jurnal penyesuaian untuk 
mengkinikan nilai persediaan, yaitu dengan cara saldo awal 
persediaan ditambah pembelian atau perolehan persediaan dikurangi 
dengan saldo akhir persediaan dikalikan nilai per unit sesuai dengan 
metode penilaian yang digunakan. 

 
 
Aset Tetap 4.4.3.2. ASET TETAP  

Aset Tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih 
dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan Pemerintah 
Kota Bontang atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum. Aset Tetap 
terdiri dari :  

1. tanah;  
2. peralatan dan mesin;  
3. gedung dan bangunan  
4. jalan, irigasi dan jaringan;  
5. aset tetap lainnya;  
6. konstruksi dalam pengerjaan. 

Nilai Satuan Minimum Kapitalisasi Aset Tetap (capitalization treshold) 
adalah pengeluaran pengadaan baru dan penambahan nilai Aset Tetap 
dari hasil pengembangan, reklasifikasi, renovasi, perbaikan atau restorasi. 
Nilai Satuan Minimum Kapitalisasi Aset Tetap digunakan untuk 
menentukan nilai perolehan minimum suatu aset yang harus dikapitalisasi. 

Nilai Satuan Minimum Kapitalisasi Aset Tetap (capitalization treshold) atas 
perolehan aset tetap berupa peralatan dan mesin serta aset tetap lainnya 
adalah nilai per unitnya sebagai berikut :  

1. alat angkutan dan alat berat sebesar Rp1.000.000,00.  

2. peralatan dan mesin lainnya selain alat angkutan dan alat berat 
sebesar Rp500.000,00.  

3. aset tetap lainnya seperti barang bercorak budaya/kesenian, hewan, 
ternak, tanaman, dan aset tetap lainnya kecuali buku – buku 
perpustakaan sebesar Rp300.000,00.  

4. aset tetap lainnya berupa buku perpustakaan sebesar Rp150.000,00.  

Nilai Satuan Minimum Kapitalisasi Aset Tetap atas perolehan aset tetap 
konstruksi sebesar Rp20.000.000,00. Aset tetap peralatan/mesin dan aset 
tetap lainnya yang nilainya tidak memenuhi nilai satuan minimum 
kapitalisasi aset tetap tidak dicatat dalam neraca tetapi dicatat menjadi 
beban pada Laporan Operasional (LO).  

Pengeluaran setelah perolehan awal suatu aset tetap yang 
memperpanjang masa manfaat atau yang kemungkinan besar memberi 
manfaat ekonomi di masa yang akan datang dalam bentuk peningkatan 
kapasitas, mutu produksi, atau peningkatan standar kinerja, harus 
ditambahkan pada nilai tercatat aset yang bersangkutan. Tidak termasuk 
dalam pengertian memperpanjang masa manfaat atau memberi manfaat 
ekonomi dimasa datang adalah pemeliharaan /perbaikan/penambahan 
yang merupakan pemeliharaan rutin/berkala/terjadwal atau yang 
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dimaksudkan hanya untuk mempertahankan aset tetap tersebut agar 
berfungsi baik/normal sebagaimana kondisi awal aset tersebut diperoleh, 
atau hanya untuk memperindah atau mempercantik suatu aset tetap. 

Kriteria pengeluaran untuk pemeliharaan aset yang dapat dikapitalisasi ke 
dalam nilai aset adalah sebagai berikut : 

1. Pengeluaran-pengeluaran yang akan menambah efisiensi; 

2. Pengeluaran-pengeluaran untuk perbaikan terhadap aset tetap baik 
berupa overhaul dan renovasi yang memperpanjang umur aset (masa 
manfaat aset) sesuai ketentuan dalam Peraturan Wali Kota Bontang 
Nomor 16 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah 
Daerah pada Lampiran IX tentang Kebijakan Akuntansi Aset Tetap.  

3. Pengeluaran-pengeluaran yang meningkatkan kapasitas atau mutu 
produksi; dan 

4. Jumlah pengeluaran melebihi batasan minimal jumlah biaya yang 
dikapitalisasi. 

Untuk dapat diakui sebagai aset tetap, suatu aset harus berwujud dan 
memenuhi kriteria : 

1. mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan; 

2. biaya perolehan aset dapat diukur secara andal; 

3. tidak dimaksudkan untuk dijual dalam operasi normal entitas;  

4. diperoleh atau dibangun dengan maksud untuk digunakan oleh 
Pemerintah Kota Bontang . 

5. merupakan objek pemeliharaan atau memerlukan biaya/ongkos untuk 
dipelihara; dan 

6. nilai rupiah pembelian barang material atau pengeluaran untuk 
pembelian barang tersebut memenuhi batasan minimal kapitalisasi 
aset tetap yang telah ditetapkan.  

Pengeluaran belanja barang yang tidak memenuhi kriteria aset tetap di 
atas akan diperlakukan sebagai persediaan/aset lainnya. Aset tetap yang 
tidak digunakan untuk keperluan operasional pemerintah daerah tidak 
memenuhi definisi aset tetap dan harus disajikan di pos aset lainnya 
sesuai dengan nilai tercatatnya. Pengakuan aset tetap akan sangat andal 
bila aset tetap telah diterima atau diserahkan hak kepemilikannya dan/atau 
pada saat penguasaannya berpindah secara hukum seperti sertifikat 
tanah. 

Aset Tetap dinilai dengan biaya perolehan, apabila penilaian Aset Tetap 
dengan menggunakan biaya perolehan tidak memungkinkan maka nilai 
Aset Tetap didasarkan pada nilai wajar pada saat perolehan. Biaya 
perolehan adalah jumlah kas atau setara kas yang dibayarkan atau nilai 
wajar imbalan lain yang diberikan untuk memperoleh suatu aset pada saat 
perolehan atau konstruksi sampai dengan aset tersebut dalam kondisi dan 
tempat yang siap untuk dipergunakan. Biaya perolehan suatu aset tetap 
terdiri dari harga belinya atau konstruksinya, ditambah pengeluaran – 
pengeluaran lainnya yang dapat diatribusikan secara langsung ke dalam 
aset tersebut ke kondisi siap untuk digunakan. 

Contoh biaya yang dapat diatribusikan secara langsung adalah : 
1. biaya impor; 
2. biaya persiapan tempat; 
3. biaya pengiriman awal (initial delivery) dan biaya simpan dan bongkar 
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muat (handling cost); 
4. biaya pemasangan (installation cost); 
5. biaya profesional seperti arsitek dan insinyur; 
6. biaya konstruksi;dan 
7. biaya kepanitiaan.  

Aset Tetap disajikan berdasarkan biaya perolehan aset tetap tersebut 
dikurangi akumulasi penyusutan. Apabila terjadi kondisi yang 
memungkinkan penilaian kembali, maka aset tetap akan disajikan dengan 
penyesuaian pada masing – masing akun aset tetap dan akun Ekuitas.  

Penyusutan adalah alokasi yang sistematis atas nilai suatu Aset Tetap 
yang dapat disusutkan (depreciable assets) selama masa manfaat aset 
yang bersangkutan. Nilai penyusutan untuk masing-masing periode diakui 
sebagai pengurang nilai tercatat aset tetap dalam neraca dan beban 
penyusutan dalam laporan operasional. Aset Tetap Lainnya berupa 
hewan, tanaman, dan buku perpustakaan tidak dilakukan penyusutan 
secara periodik, melainkan diterapkan penghapusan pada saat Aset Tetap 
Lainnya tersebut sudah tidak dapat digunakan atau mati.  

Metode penyusutan yang digunakan adalah metode garis lurus dengan 
estimasi masa manfaat sesuai Peraturan Wali Kota Bontang Nomor 16 
Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah pada 
Lampiran IX tentang Kebijakan Akuntansi Aset Tetap. 

 
 
Aset Tetap 4.4.3.3. ASET LAINNYA 

Aset lainnya adalah aset Pemerintah Kota Bontang yang tidak dapat 
diklasifikasikan sebagai aset lancar, investasi jangka panjang, aset tetap, 
dan dana cadangan. Aset lainnya terdiri dari: Tagihan piutang penjualan 
angsuran; Tagihan tuntunan ganti kerugian daerah; Kemitraan dengan 
pihak ketiga; Aset tidak berwujud dan Aset lain – lain.  

1. Aset Tak Berwujud 

Aset tidak berwujud adalah aset yang secara fisik tidak dapat 
dinyatakan atau tidak mempunyai wujud fisik serta dimiliki untuk 
digunakan dalam menghasilkan barang atau jasa atau digunakan 
untuk tujuan lainnya termasuk hak atas kekayaan intelektual. Contoh 
aset tidak berwujud adalah hak paten, hak cipta, hak merek, biaya 
riset dan pengembangan yang memberikan manfaat jangka panjang. 
Aset tidak berwujud dapat diperoleh melalui pembelian atau dapat 
dikembangkan sendiri olah Pemerintah Kota Bontang.  

Aset tidak berwujud dinilai sebesar nilai perolehan yaitu harga yang 
harus dibayar entitas pemerintah daerah untuk memperoleh suatu 
aset tak berwujud hingga siap untuk digunakan dan mempunyai 
manfaat ekonomi yang diharapkan dimasa datang atau jasa potensial 
yang melekat pada aset tersebut akan mengalir masuk ke dalam 
entitas pemerintah daerah tersebut.  

Biaya untuk memperoleh aset tak berwujud dengan pembelian terdiri 
dari: 

a. Harga beli, termasuk biaya import dan pajak-pajak, setelah 
dikurangi dengan potongan harga dan rabat;  

b. Setiap biaya yang dapat diatribusikan secara langsung dalam 
membawa aset tersebut ke kondisi yang membuat aset tersebut 
dapat bekerja untuk penggunaan yang dimaksudkan. Contoh dari 
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biaya yang dapat diatribusikan secara langsung adalah: 
1) biaya staf yang timbul secara langsung agar aset tersebut 

dapat digunakan; 
2) biaya professional yang timbul secara langsung agar aset 

tersebut dapat digunakan; 
3) biaya pengujian untuk menjamin aset tersebut dapat 

berfungsi secara baik. 

Aset yang memenuhi definisi dan syarat pengakuan aset tak 
berwujud, namun biaya perolehannya tidak dapat ditelusuri, dapat 
disajikan sebesar nilai wajar. 

Aset tidak berwujud dapat meliputi :  

a. Software komputer yang memiliki manfaat dalam jangka waktu 
lebih dari satu tahun.  

b. Lisensi dan franchise  
c. Hak cipta (copyright), paten dan hak lainnya  
d. Hasil kajian/penelitian yang memberikan manfaat jangka panjang  

Hasil kajian/penelitian yang memberikan manfaat jangka panjang 
adalah suatu kajian atau penelitian yang memberikan manfaat 
ekonomis dan/atau sosial di masa yang akan datang yang dapat 
diidentifikasi sebagai aset. Apabila hasil kajian tidak dapat 
diidentifikasi dan tidak memberikan manfaat ekonomis dan/atau sosial 
maka tidak dapat dikapitalisasi sebagai aset tidak berwujud.  

Terhadap aset tak berwujud dilakukan amortisasi, kecuali atas aset 
tak berwujud yang memiliki masa manfaat tak terbatas. Amortisasi 
adalah penyusutan terhadap aset tidak berwujud yang dialokasikan 
secara sistematis dan rasional selama masa manfaatnya (masa 
manfaat untuk aset tidak berwujud selama 5 tahun). Amortisasi dapat 
dilakukan dengan metode garis lurus. Metode amortisasi yang 
digunakan harus menggambarkan pola konsumsi entitas atas 
manfaat ekonomis masa depan yang diharapkan. Amortisasi 
dilakukan setiap akhir periode akuntansi. 

2. Aset Lain-Lain 

Pos aset Lain-lain digunakan untuk mencatat aset lainnya yang tidak 
dapat dikelompokkan ke dalam Aset Tak Berwujud, Tagihan 
Penjualan Angsuran, Tuntutan Perbendaharaan, Tuntutan ganti rugi, 
dan kemitraan dengan Pihak Ketiga.  Contoh dari aset lain-lain adalah 
aset tetap yang dihentikan dari penggunaan aktif Pemerintah Kota 
Bontang.   

Aset tetap yang dimaksudkan untuk dihentikan dari penggunaan aktif 
pemerintah Kota Bontang direklasifikasi ke dalam aset lain-lain 
setelah ada usulan penghapusan dari SKPD. Hal ini dapat 
disebabkan karena rusak berat, usang, dan/atau aset tetap yang tidak 
digunakan karena sedang menunggu proses pemindahtanganan 
(proses penjualan, sewa beli, penghibahan, penyertaan modal). 

 
 
Kewajiban 4.4.4 KEWAJIBAN 

Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang 
penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi 
pemerintah daerah. Kewajiban pemerintah daerah dapat muncul akibat 
melakukan pinjaman kepada pihak ketiga, perikatan dengan pegawai yang 



        

31 
 

bekerja pada pemerintahan, kewajiban kepada masyarakat, 
alokasi/realokasi pendapatan ke entitas lainnya, atau kewajiban kepada 
pemberi jasa. Kewajiban bersifat mengikat dan dapat dipaksakan secara 
hukum sebagai konsekuensi atas kontrak atau peraturan perundang-
undangan. 

Dalam neraca Pemerintah Kota Bontang, kewajiban disajikan berdasarkan 
likuiditasnya dan terbagi menjadi dua kelompok besar, yaitu  

1. Kewajiban Jangka Pendek 

Kewajiban jangka pendek merupakan kewajiban yang diharapkan 
dibayar dalam waktu paling lama 12 bulan setelah tanggal pelaporan. 
Kewajiban jangka pendek antara lain utang transfer pemerintah 
daerah, utang kepada pegawai, utang bunga, utang jangka pendek 
kepada pihak ketiga, utang Perhitungan Fihak Ketiga (PFK), dan 
bagian lancar utang jangka panjang. 

2. Kewajiban Jangka Panjang 

Kewajiban jangka panjang adalah kewajiban yang diharapkan dibayar 
dalam waktu lebih dari 12 bulan setelah tanggal pelaporan. Selain itu, 
kewajiban yang akan dibayar dalam waktu 12 bulan dapat 
diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang jika: 

a. jangka waktu aslinya adalah untuk periode lebih dari 12 bulan 

b. entitas bermaksud untuk mendanai kembali (refinance) kewajiban 
tersebut atas dasar jangka panjang; 

c. maksud tersebut didukung dengan adanya suatu perjanjian 
pendaan kembali (refinancing), atau adanya penjadwalan kembali 
terhadap pembayaran, yang diselesaikan sebelum pelaporan 
keuangan disetujui. 

Pada akhir periode pelaporan, saldo pungutan/potongan berupa PFK yang 
belum disetorkan kepada pihak lain harus dicatat pada laporan keuangan 
sebesar jumlah yang masih harus disetorkan.  

Pengakuan Utang (Account Payable) pada saat Pemerintah Kota Bontang 
menerima hak atas barang, termasuk barang dalam perjalanan yang telah 
menjadi haknya, Pemerintah Kota Bontang harus mengakui kewajiban 
atas jumlah yang belum dibayarkan untuk barang tersebut. Kewajiban 
dicatat sebesar nilai nominal.  

 
 
 4.4.5 EKUITAS DANA 

Ekuitas adalah kekayaan bersih Pemerintah Kota Bontang yang 
merupakan selisih antara aset dan kewajiban Pemerintah Kota Bontang 
pada tanggal laporan. Ekuitas disajikan sebesar selisih antara aset dan 
kewajiban.  

Saldo ekuitas di Neraca berasal dari saldo akhir ekuitas pada Laporan 
Perubahan Ekuitas. Basis akrual untuk Neraca berarti bahwa ekuitas 
diakui dan dicatat pada saat terjadinya transaksi, atau pada saat kejadian 
atau kondisi lingkungan berpengaruh pada keuangan pemerintah, tanpa 
memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayar. 

Ekuitas diklasifikasikan ke dalam : 

1. Ekuitas terdiri dari Ekuitas dan Surplus/Defisit LO. 

Saldo Ekuitas berasal dari Ekuitas awal ditambah (dikurang) oleh 
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Surplus/Defisit LO dan perubahan lainnya seperti koreksi nilai 
persediaan, selisih evaluasi Aset Tetap, dan lain-lain. 

2. Ekuitas SAL  

Ekuitas SAL digunakan untuk mencatat akun perantara dalam rangka 
penyusunan Laporan Realisasi Anggaran dan Laporan Perubahan 
SAL. Mencakup antara lain Estimasi Pendapatan, Estimasi 
Penerimaan Pembiayaan, Apropriasi Belanja, Apropriasi Pengeluaran 
Pembiayaan, dan Estimasi Perubahan SAL, Surplus/Defisit - LRA.  

3. Ekuitas untuk Dikonsolidasikan  

Ekuitas untuk Dikonsolidasikan digunakan untuk mencatat reciprocal 
account untuk kepentingan konsolidasi, yang mencakup antara lain 
Rekening Koran PPKD. 
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BAB V 
PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN 

 
 
 

 
 
 
Pendapatan  
Rp0,00 

5.1. RINCIAN DAN PENJELASAN MASING-MASING POS 
LAPORAN KEUANGAN SKPD 
 

5.1.1. PENDAPATAN   

Sesuai tugas pokok dan fungsinya, Inspektorat Daerah tidak melakukan 
penerimaan pendapatan daerah, sehingga tidak menyelenggarakan 
akuntansi Pendapatan. 

 
 

Belanja 
Rp9.486.259.914,00 

5.1.2. BELANJA–LRA  

Realisasi Belanja Inspektorat Daerah TA. 2021 adalah sebesar 
Rp9.486.259.914,00 atau 91,02% dari pagu anggaran yang ditetapkan 
dalam DPPA TA. 2021 sebesar Rp10.422.465.399,00 sehingga terdapat 
sisa anggaran Belanja TA. 2021  sebesar Rp936.205.485,00. 

Rincian mengenai estimasi Belanja Inspektorat Daerah TA. 2021 dan 
realisasinya berdasarkan Klasifikasi Ekonomi adalah sebagai berikut: 

 
Tabel 5.1 

Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja TA. 2021 
 

Uraian 
2021 

Anggaran Realisasi % 

Belanja Operasi 10.049.175.943,00 9.134.649.240,00 90,90 

Belanja Modal 373.289.456,00 351.610.674,00 94,19 

Jumlah 10.422.465.399,00 9.486.259.914,00 91,02 

 
Perbandingan realisasi belanja TA. 2021 dan TA. 2020 sebagai berikut:  

 
Tabel 5.2 

Perbandingan Realisasi Belanja TA. 2021 dan TA. 2020 
 

Uraian 
Realisasi  

2021 

Realisasi  

2020 

Naik/ 
Turun % 

Belanja Operasi 9.134.649.240,00 8.663.449.134,00 5,44 

Belanja Modal 351.610.674,00 1.231.535.900,00 (71,45) 

Jumlah 9.486.259.914,00 9.894.985.034,00 (4,13) 

 

 Berdasarkan tabel 5.2 diketahui bahwa realisasi Belanja TA. 2021 sebesar 
Rp9.486.259.914,00 mengalami penurunan sebesar Rp408.725.120,00  
atau 4,13% apabila dibandingkan dengan realisasi Belanja TA. 2020 
sebesar Rp9.894.985.034,00 
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Penjelasan pos-pos Belanja Inspektorat Daerah sebagai berikut: 
 
Belanja Operasi 
Rp9.134.649.240,00 

5.1.2.1. BELANJA OPERASI   

Pagu anggaran Belanja Operasi TA. 2021 sebesar Rp10.049.175.943,00 
direalisasikan sebesar Rp9.134.649.240,00 atau 90,90% sehingga 
terdapat  sisa anggaran Belanja Operasi sebesar Rp914.526.703,00.  

 
Tabel 5.3 

Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Operasi TA. 2021 
 

Uraian 
2021 

Anggaran Realisasi % 

Belanja Pegawai 6.859.899.094,00 6.131.523.036,00 89,38 

Belanja Barang 3.189.276.849,00 3.003.126.204,00 95,23 

Jumlah 10.049.175.943,00 9.134.649.240,00 90,90 

 
Perbandingan realisasi belanja TA. 2021 dan TA. 2020 disajikan pada 
tabel berikut:  

 
Tabel 5.4 

Perbandingan Realisasi Belanja Operasi TA. 2021 dan TA. 2020 
 

Uraian 
Realisasi  

2021 

Realisasi  

2020 

Naik/ 
Turun % 

Belanja Pegawai 6.131.523.036,00 6.220.525.365,00 (1,43) 

Belanja Barang 3.003.126.204,00 2.442.923.769,00 22,93 

Jumlah 9.134.649.240,00 8.663.449.134,00 5,44 

 

Berdasarkan tabel 5.4., diketahui bahwa realisasi Belanja Operasi TA. 
2021 sebesar Rp9.134.649.240,00 mengalami kenaikan sebesar Rp 
471.200.106,00 atau 5,44% apabila dibandingkan dengan realisasi 
Belanja Operasi TA. 2020 sebesar Rp8.663.449.134,00.  

Penjelasan mengenai pos-pos Belanja Operasi TA. 2021 sebagai berikut: 
  

 
Belanja Pegawai 
Rp6.131.523.036,00 

5.1.2.1.1. BELANJA PEGAWAI 

Realisasi Belanja Pegawai TA. 2021 adalah sebesar Rp6.131.523.036,00 
atau 89,38 % dari pagu anggaran yang ditetapkan dalam DPPA TA. 2021 
sebesar Rp6.859.899.094,00 sehingga terdapat anggaran yang tidak 
direalisasikan sebesar Rp728.376.058,00. 

Rincian realisasi pos-pos Belanja Pegawai TA. 2021 disajikan pada tabel 
berikut: 
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Tabel 5.5 

Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Pegawai TA. 2021 

 

Uraian 
2021 

Anggaran Realisasi % 

Belanja Gaji dan 
Tunjangan ASN 

2.657.588.642,00 2.466.711.511,00 92,82 

a. Belanja Gaji Pokok 
PNS 

1.687.372.680,00 1.626.580.382,00 96,40 

b. Belanja Tunjangan 
Keluarga PNS 

199.140.144,00 183.255.808,00 92,02 

c. Belanja Tunjangan 
Jabatan PNS 

93.216.060,00 89.370.000,00 95,87 

d. Belanja Tunjangan 
Fungsional PNS 

174.476.008,00 165.825.000,00 95,04 

e. Belanja Tunjangan 
Fungsional Umum 
PNS 

39.267.900,00 31.265.000,00 79,62 

f. Belanja Tunjangan 
Beras PNS 

122.384.990,00 113.264.880,00 92,55 

g. Belanja Tunjangan 
PPh/Tunjangan 
Khusus PNS 

2.968.588,00 0,00 0,00 

h. Belanja Pembulatan 
Gaji PNS 

31.038,00 27.400,00 88,28 

i. Belanja Iuran Jaminan 
Kesehatan PNS 

330.855.226,00 257.123.041,00 77,71 

j. Belanja Iuran 
Simpanan Peserta 
Tabungan Perumahan 
Rakyat PNS 

7.876.008,00 0,00 0,00 

Belanja Tambahan 
Penghasilan ASN 

4.161.137.952,00 3.629.241.525,00 87,22 

a. Tambahan 
Penghasilan 
berdasarkan Beban 
Kerja PNS 

1.612.964.856,00 1.422.841.651,00 88,21 

b. Tambahan 
Penghasilan 
berdasarkan Tempat 
Bertugas PNS 

347.645.640,00 243.435.838,00 70,02 

c. Tambahan 
Penghasilan 
berdasarkan Kondisi 
Kerja PNS 

161.458.440,00 140.939.024,00 87,29 

d. Tambahan 
Penghasilan 
berdasarkan Prestasi 
Kerja PNS 

2.039.069.016,00 1.822.025.012,00 89,36 
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Uraian 
2021 

Anggaran Realisasi % 

Belanja Honorarium 41.172.500,00 35.570.000,00 86,39 

a. Belanja Honorarium 
Penanggungjawaban 
Pengelola Keuangan 

38.452.500,00 32.850.000,00 85,43 

b. Belanja Honorarium 
Pengadaan 
Barang/Jasa 

2.720.000,00 2.720.000,00 100,00 

Jumlah 6.859.899.094,00 6.131.523.036,00 89,38 

 

 Penjelasan ringkasan mengenai Belanja Pegawai adalah sebagai berikut: 

1. Belanja Gaji dan Tunjangan ASN 

Belanja Gaji dan Tunjangan ASN digunakan untuk mencatat belanja 
gaji pokok ASN, belanja tunjangan keluarga ASN, belanja tunjangan 
jabatan ASN, belanja tunjangan fungsional ASN, belanja tunjangan 
fungsional umum ASN, belanja tunjangan beras ASN, belanja 
tunjangan PPh/tunjangan khusus ASN, belanja pembulatan gaji ASN, 
belanja iuran jaminan kesehatan ASN, belanja iuran jaminan 
kecelakaan kerja ASN, belanja iuran jaminan kematian ASN, belanja 
iuran simpanan peserta tabungan perumahan rakyat ASN, belanja 
jaminan hari tua ASN, belanja tunjangan khusus, belanja zakat ASN. 

Realisasi Belanja Gaji dan Tunjangan ASN TA. 2021 sebesar 
Rp2.466.711.511,00 atau 92,82% dari pagu anggaran yang ditetapkan 
dalam DPPA sebesar Rp2.657.588.642,00 dengan sisa anggaran 
sebesar Rp190.877.131,00. 

2. Belanja Tambahan Penghasilan ASN 

Belanja Tambahan Penghasilan ASN digunakan untuk mencatat 
belanja tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja ASN, 
tambahan penghasilan berdasarkan tempat bertugas ASN, tambahan 
penghasilan berdasarkan kondisi kerja ASN, tambahan penghasilan 
berdasarkan kelangkaan profesi ASN, dan tambahan penghasilan 
berdasarkan prestasi kerja ASN. 

Realisasi anggaran Belanja Tambahan Penghasilan ASN TA. 2021 
adalah sebesar Rp3.629.241.525,00 dari pagu anggaran sebesar 
Rp4.161.137.952,00 atau 87,22% dengan sisa anggaran sebesar 
Rp531.896.427,00. 

3. Belanja Honorarium 

Belanja Honorarium digunakan untuk mencatat belanja honorarium 
penanggungjawaban pengelolaan keuangan dan pengadaan 
barang/jasa. 

Realisasi anggaran Belanja Honorarium TA. 2021 adalah sebesar 
Rp35.570.000,00 dari pagu anggaran sebesar Rp41.172.500,00 atau 
86,39% dengan sisa anggaran sebesar Rp5.602.500,00. 

Rincian perbandingan realisasi Belanja Pegawai TA. 2021 dan TA. 2020 
adalah sebagai berikut: 
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Tabel 5.6 
Perbandingan Realisasi Belanja Pegawai TA. 2021 dan TA. 2020 

 

Uraian 
Realisasi  

2021 

Realisasi  

2020 

Naik/ 
Turun % 

a. Belanja Gaji dan 
Tunjangan ASN 

2.466.711.511,00 2.348.248.409,00 5,04 

b. Belanja Tambahan 
Penghasilan ASN 

3.629.241.525,00 3.542.869.956,00 2,44 

c. Uang Makan PNS 0,00 213.807.000,00 (100,00) 

d. Belanja Honorarium 35.570.000,00 115.600.000,00 (69,23) 

Jumlah 6.131.523.036,00 6.220.525.365,00 (1,43) 

 

 Realisasi Belanja Pegawai TA. 2021 sebesar Rp6.131.523.036,00 
mengalami penurunan sebesar Rp89.002.329,00 atau 1,43% apabila 
dibandingkan realisasi Belanja Pegawai TA. 2019 sebesar 
Rp6.220.525.365,00. 

 
 

Belanja Barang dan 
Jasa 
Rp3.003.126.204,00 

5.1.2.1.2. BELANJA BARANG DAN JASA 

Realisasi Belanja Barang dan Jasa TA. 2021 adalah sebesar 
Rp3.003.126.204,00 atau 94,16% dari pagu anggaran yang ditetapkan 
dalam DPPA TA. 2021 sebesar Rp3.189.276.849,00 dengan jumlah 
pengembalian anggaran sebesar Rp186.150.645,00. 

Rincian realisasi Belanja Barang dan Jasa adalah sebagai berikut 
 

Tabel 5.7 
Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Barang dan Jasa TA. 2021 

 

Uraian 
2021 

Anggaran Realisasi % 

Belanja Barang 606.472.961,00 499.151.875,00 82,30 

Belanja Jasa 717.206.888,00 659.799.674,00 92,00 

Belanja Pemeliharaan 112.675.000,00  103.159.807,00 91,56 

Belanja Perjalanan Dinas 1.752.922.000,00 1.741.014.848,00 99,32 

Jumlah 3.189.276.849,00 3.003.126.204,00 94,16 

 
  

Penjelasan ringkasan mengenai Belanja Barang adalah sebagai berikut: 

1. Belanja Barang  

Belanja Barang digunakan untuk menganggarkan pengadaan barang 
berupa barang pakai habis, dan barang tak habis pakai. 

Realisasi Belanja Barang TA. 2021 sebesar Rp499.151.875,00 atau 
82,30% dari pagu anggaran yang ditetapkan dalam DPPA sebesar 
Rp606.472.961,00 dan jumlah pengembalian anggaran sebesar 
Rp107.321.086,00. 
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2. Belanja Jasa  

Belanja Jasa digunakan untuk menganggarkan pengadaan jasa yang 
nilai manfaatnya kurang dari 12 bulan antara lain berupa jasa kantor, 
konsultansi, ketersediaan layanan (availibility payment), kursus, 
pelatihan, sosialisasi, dan bimbingan teknis PNS/PPPK. 

Realisasi Belanja Jasa TA. 2021 sebesar Rp659.799.674,00 atau 
92,00% dari pagu anggaran yang ditetapkan dalam DPPA sebesar 
Rp717.206.888,00 dan jumlah pengembalian anggaran sebesar 
Rp57.407.214,00. 

3. Belanja Pemeliharaan  

Belanja Pemeliharaan untuk mempertahankan kondisi aset tetap yang 
dimiliki agar sesuai dengan kondisi normal dan tidak memenuhi 
batasan minimum kapitalisasi untuk pengeluaran setelah perolehan 
awal. Belanja pemeliharaan ditujukan untuk belanja pemeliharaan 
kendaraan dinas/operasional. 

Realisasi Belanja Pemeliharaan TA. 2021 sebesar Rp103.159.807,00 
atau 91,56% dari pagu anggaran yang ditetapkan dalam DPPA 
sebesar Rp112.675.000,00 dan jumlah pengembalian anggaran 
sebesar Rp9.515.193,00. 

4. Belanja Perjalanan Dinas  

Belanja Perjalanan Dinas untuk membiayai perjalanan dinas dalam 
rangka koordinasi dan konsultasi dengan instansi terkait di luar Kota 
Bontang, pendidikan dan pelatihan pegawai, termasuk belanja 
kegiatan pengawasan intern pada Perangkat Daerah. 

Realisasi Belanja Perjalanan Dinas TA. 2021 sebesar 
Rp1.741.014.848,00 atau 99,32% dari pagu anggaran yang ditetapkan 
dalam DPPA sebesar Rp1.752.922.000,00 dan jumlah pengembalian 
anggaran sebesar Rp11.907.152,00. 

 

Realisasi Belanja Barang dan Jasa TA. 2021 sebesar Rp3.003.126.204,00 
mengalami kenaikan sebesar Rp560.202.435,00 atau 22,93% apabila 
dibandingkan realisasi Belanja Barang dan Jasa TA. 2020 sebesar 
Rp2.442.923.769,00. 

Rincian perbandingan realisasi Belanja Barang TA. 2021 dan TA. 2020 
adalah sebagai berikut: 

 
Tabel 5.8 

Perbandingan Realisasi Belanja Barang TA. 2021 dan TA. 2020 
 

Uraian 
Realisasi  

2021 

Realisasi  

2020 

Naik/ 
Turun% 

Belanja Barang 499.151.875,00 283.622.925,00 75,99 

Belanja Jasa 659.799.674,00 667.713.874,00 (1,19) 

Belanja Pemeliharaan 103.159.807,00 99.772.440,00 3,40 

Belanja Perjalanan Dinas 1.741.014.848,00 1.391.814.530,00 25,09 

Jumlah 3.003.126.204,00 2.442.923.769,00 22,93 
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Belanja Modal 
Rp1.231.535.900,00 

5.1.2.2. BELANJA MODAL 

Realisasi Belanja Modal TA. 2021 adalah sebesar Rp351.610.674,00 atau 
94,19% dari pagu anggaran yang ditetapkan dalam DPPA TA. 2021 
sebesar Rp373.289.456,00 dengan jumlah pengembalian anggaran 
sebesar Rp21.678.782,00. Realisasi objek Belanja Modal TA. 2021 adalah 
realisasi Belanja Modal Pengadaan Alat Angkutan, Belanja Modal 
Pengadaan Alat Kantor dan Rumah Tangga, Belanja Modal Pengadaan 
Komputer, dan Belanja Modal Pengadaan Software. 

Rincian realisasi Belanja Modal adalah sebagai berikut 
 

Tabel 5.9 
Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Modal TA. 2021 

Uraian 
2021 

Anggaran Realisasi % 

Belanja Tanah 0,00 0,00 0,00 

Belanja Peralatan dan 
Mesin 

208.289.456,00 203.410.674,00 97,66 

Belanja Gedung dan 
Bangunan 

0,00 0,00 
0,00 

Belanja Jalan, Irigasi dan 
Jaringan 

0,00 0,00 
0,00 

Belanja Aset Tetap 
Lainnya 

0,00 0,00 
0,00 

Belanja Aset Laninnya 165.000.000,00 148.200.000,00 
89,82 

Jumlah 373.289.456,00 351.610.674,00 94,19 

 

Rincian perbandingan realisasi Belanja Modal TA. 2021 dan TA. 2020 
adalah sebagai berikut: 

 
Tabel 5.10 

Perbandingan Realisasi Belanja Modal TA. 2020 dan TA. 2019 
 

Uraian 
Realisasi  

2020 

Realisasi  

2019 

Naik/ 
Turun % 

Belanja Tanah 0,00 0,00 0,00 

Belanja Peralatan dan 
Mesin 

203.410.674,00 1.039.135.093,00 (80,43) 

Belanja Gedung dan 
Bangunan 

0,00 0,00 0,00 

Belanja Jalan, Irigasi dan 
Jaringan 

0,00 0,00 0,00 

Belanja Aset Tetap 
Lainnya 

0,00 0,00 0,00 

Belanja Aset Laninnya 148.200.000,00 226.080.000,00 (34,45) 

Jumlah 351.610.674,00 1.265.215.093,00 (72,21) 
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Beban 
Rp9.503.139.550,00 

5.1.3. BEBAN–LO 

Beban Inspektorat Daerah TA. 2021 adalah sebesar Rp9.503.139.550,00. 
Apabila dibandingkan dengan Beban TA. 2020 sebesar 
Rp8.995.477.765,00, Beban TA. 2021 mengalami kenaikan sebesar 
Rp507.661.785,00 atau 5,64%.  

Rincian Beban berdasarkan jenisnya dijelaskan sebagai berikut: 
 

Tabel 5.11 
Perbandingan Beban TA. 2021 dan TA. 2020 

 

Uraian 2021 2020 

Naik 

(Turun)
% 

Beban Pegawai 6.125.000.509,00 6.162.838.442,00 (0,61) 

Beban Persediaan 332.023.875,00 407.898.240,00 (18,60) 

Beban Jasa 830.523.574,00 708.447.259,00 17,23 

Beban Pemeliharaan 103.159.807,00 99.772.440,00 3,40 

Beban Perjalanan Dinas 1.741.014.848,00 1.391.814.530,00 25,09 

Beban Penyusutan 371.416.937,00 224.706.856,00 65,29 

Jumlah 9.503.139.550,00 8.995.477.767,00 5,64 

 
 
Beban Pegawai 
Rp6.125.000.509,00 

5.1.3.1. BEBAN PEGAWAI 

Beban Pegawai TA. 2021 adalah sebesar Rp6.125.000.509,00 sedangkan 
Beban Pegawai TA. 2020 sebesar Rp6.162.838.442,00. Apabila 
dibandingkan dengan Beban Pegawai TA. 2020,  Beban Pegawai TA. 
2021 mengalami penurunan sebesar Rp37.837.933,00 atau 0,61%. 
 

Tabel 5.12 
Perbandingan Beban Pegawai TA. 2021 dan TA. 2020 

 

Uraian 2021 2020 
Naik/ 

Turun % 

Beban Gaji dan 
Tunjangan—LO 

2.466.711.511,00 2.348.248.409,00 5,04 

Beban Tambahan 
Penghasilan PNS—LO 

3.626.498.998,00 3.814.590.033,00 (4,93) 

Beban Honorarium—LO 30.430.000,00 0,00 100,00 

Jumlah 6.125.000.509,00 6.162.838.442,00 (0,64) 
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 Ringkasan penyesuaian Beban Pegawai TA. 2021 sebagai berikut: 

 
Tabel 5.13 

Rincian Penyesuaian Beban Pegawai TA. 2021 
 

Uraian 2021 

a. Beban Gaji dan Tunjangan–LO  

 1) Realisasi Belanja–LRA 2.466.711.511,00 

 Saldo Akhir Beban Gaji dan Tunjangan–LO 2.466.711.511,00 

b. Beban Tambahan Penghasilan PNS–LO   

 1) Realisasi Belanja–LRA 3.629.241.525,00 

 2) Mutasi Tambah: 

a) Hutang Uang Tunjangan Kinerja PNS bulan 
Desember 2021 

 

321.634.325,00 

 3) Mutasi kurang: 

b) Bayar Hutang Uang Tunjangan Kinerja PNS 
bulan Desember 2020 

 

(324.376.852,00) 

 Saldo Akhir Beban Tambahan Penghasilan PNS–LO 3.626.498.998,00 

b. Beban Honorarium–LO   

 1) Realisasi Belanja–LRA 35.570.000,00 

 Saldo Akhir Beban Honorarium–LO 35.570.000,00 

Saldo Akhir Beban Pegawai (a + b + c) 6.125.000.509,00 

 
 
 
 

Beban Persediaan 
Rp332.023.875,00 

5.1.3.2. BEBAN PERSEDIAAN 

Beban Persediaan TA. 2021 adalah sebesar Rp332.023.875,00 
sedangkan Beban Persediaan TA. 2020 sebesar Rp407.898.240,00. 
Apabila dibandingkan dengan Beban Persediaan TA. 2020, Beban 
Persediaan TA. 2021 mengalami penurunan sebesar Rp75.874.365,00 
atau 18,60%. 

Tabel 5.14 
Perbandingan Beban Persediaan TA. 2021 dan TA. 2020 

Uraian 2021 2020 
Naik/ 
Turun 

% 

Beban Bahan-Bahan Kimia 1.549.000,00  0,00 100,00  

Beban Bahan-Bahan Bakar dan 
Pelumas 

167.099.000,00  185.978.600,00 (10,15) 

Beban Bahan-Bahan/Bibit 
Tanaman 

0,00  8.910.000,00 (100,00) 

Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan 
Kantor-Alat Tulis Kantor 

10.258.490,00  94.255.520,00 (89,12) 

Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan 
Kantor- Kertas dan Cover 

8.800.000,00  0,00 100,00  
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Uraian 2021 2020 
Naik/ 
Turun 

% 

Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan 
Kantor- Bahan Cetak 

20.633.650,00  0,00 100,00  

Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan 
Kantor-Benda Pos 

2.690.000,00  1.350.000,00 99,26  

Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan 
Kantor-Bahan Komputer 

3.580.100,00  4.748.150,00 (24,60) 

Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan 
Kantor-Perabot Kantor 

5.918.095,00  13.100.000,00 (54,82) 

Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan 
Kantor-Perlengkapan Dinas 

4.745.290,00  3.214.750,00 47,61  

Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan 
Kantor- Suvenir/Cendera Mata 

18.141.835,00  2.845.000,00 537,67  

Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan 
Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan 
Kantor Lainnya 

(521.675,00) 0,00 (100,00) 

Beban Obat-Obatan-Obat 0,00  5.005.770,00 (100,00) 

Beban Natura dan Pakan-Natura 26.938.290,00  24.690.450,00 9,10  

Beban Pakaian Dinas Harian 
(PDH) 

40.295.200,00  63.800.000,00 (36,84) 

Beban Pakaian Batik Tradisional 21.896.600,00  0,00 100,00  

J u m l a h 332.023.875,00 407.898.240,00 (18,60) 

 

 
Tabel 5.15 

Rincian Penyesuaian Beban Persediaan TA. 2021 
 

Uraian 2021 

01 Beban Bahan—Bahan Kimia  

 1) Realisasi Belanja—LRA 1.549.000,00 

 2) Mutasi Tambah: 0,00 

 3) Mutasi Kurang: 0,00 

 Saldo Akhir Beban Bahan—Bahan Kimia (01) 1.549.000,00 

02 Beban Bahan—Bahan Bakar dan Pelumas  

 1) Realisasi Belanja—LRA 137.499.000,00 

 
2) Mutasi Tambah: 

Saldo awal persediaan Bahan Bakar dan Pelumas per 
1 Januari 2021 

 

29.600.000,00 

 

3) Mutasi Kurang: 

Hasil Stock Opname persediaan Bahan Bakar dan 
Pelumas per 31 Desember 2021 

 

0,00 

 
Saldo Akhir Beban Bahan—Bahan Bakar dan Pelumas 
(02) 

167.099.000,00 

03 Beban Suku Cadang-Suku Cadang Alat Pertanian  

 Ringkasan penyesuaian Beban Persediaan TA. 2021 sebagai berikut: 
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Uraian 2021 

 1) Realisasi Belanja—LRA 840.000,00 

 2) Mutasi Tambah: 0,00 

 
3) Mutasi Kurang: 

Reklasifikasi menjadi aset Peralatan dan Mesin 
840.000,00 

 
Saldo Beban Suku Cadang-Suku Cadang Alat Pertanian 
(03) 

0,00 

04 
Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor—Alat Tulis 
Kantor 

 

 1) Realisasi Belanja—LRA 18.924.510,00 

 
2) Mutasi Tambah: 

Saldo awal persediaan Alat Tulis Kantor per 1 Januari 2021 

 

21.800.130,00 

 

3) Mutasi Kurang: 

Hasil Stock Opname persediaan Alat Tulis Kantor per 31 
Desember 2021 
Koreksi Belanja Cetakan dan Penggandaan 

 

24.971.650,00 

 

5.494.500,00 

 Saldo Akhir Beban Bahan—Bahan Alat Tulis Kantor (04) 10.258.490,00 

05 
Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan 
Cover 

 

 1) Realisasi Belanja—LRA 8.800.000,00 

 2) Mutasi Tambah 0,00 

 3) Mutasi Kurang 0,00 

 
Saldo Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas 
dan Cover (05) 

8.800.000,00 

06 Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak  

 1) Realisasi Belanja—LRA 29.124.555,00 

 

2) Mutasi Tambah: 

Saldo awal persediaan Bahan Cetak per 1 Januari 2021 

Koreksi Belanja Cetakan dan Penggandaan 

 

46.677.450,00 

5.494.500,00 

 

3) Mutasi Kurang: 

Hasil Stock Opname persediaan Bahan Cetak per 31 
Desember 2021 

 

60.662.855,00 

 Saldo Akhir Beban Bahan—Bahan Cetak (06) 20.633.650,00 

07 Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos  

 1) Realisasi Belanja—LRA 2.690.000,00 

 2) Mutasi Tambah 0,00 

 3) Mutasi Kurang 0,00 

 
Saldo Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda 
Pos (07) 

2.690.000,00 

08 
Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan 
Komputer 

 

 1) Realisasi Belanja—LRA 11.059.000,00 

 
2) Mutasi Tambah: 
Saldo awal persediaan Bahan Komputer per 1 Januari 2021 

 

9.843.900,00 
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Uraian 2021 

 

3) Mutasi Kurang: 

Hasil Stock Opname persediaan Bahan Komputer per 31 
Desember 2021 

 

17.322.800,00 

 
Saldo Akhir Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-
Bahan Komputer (08) 

3.580.100,00 

09 Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor  

 1) Realisasi Belanja—LRA 5.918.095,00 

 2) Mutasi Tambah 0,00 

 3) Mutasi Kurang 0,00 

 
Saldo Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot 
Kantor (09) 

5.918.095,00 

10 
Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan 
Dinas 

 

 1) Realisasi Belanja—LRA 4.745.290,00 

 2) Mutasi Tambah 0,00 

 3) Mutasi Kurang 0,00 

 
Saldo Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-
Perlengkapan Dinas (10) 

4.745.290,00 

11 
Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- 
Suvenir/Cendera Mata 

 

 1) Realisasi Belanja—LRA 18.141.835,00 

 2) Mutasi Tambah 0,00 

 3) Mutasi Kurang 0,00 

 
Saldo Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- 
Suvenir/Cendera Mata (10) 

18.141.835,00 

12 
Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan 
untuk Kegiatan Kantor Lainnya 

 

 1) Realisasi Belanja—LRA 0,00 

 2) Mutasi Tambah: 0,00 

 

3) Mutasi Kurang: 

Hasil Stock Opname persediaan Alat/Bahan untuk Kegiatan 
Kantor Lainnya per 31 Desember 2021 

 

521.675,00 

 
Saldo Akhir Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-
Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya (12) 

(521.675,00) 

13 Beban Natura dan Pakan-Natura  

 1) Realisasi Belanja—LRA 28.952.890,00 

 
2) Mutasi Tambah: 
Saldo awal persediaan Natura per 1 Januari 2021 

 

0,00 

 

3) Mutasi Kurang: 

Hasil Stock Opname persediaan Natura per 31 Desember 
2021 

Reklasifikasi ke Beban Makanan dan Minuman Rapat 

 

6.600,00 

 

2.008.000,00 

 Saldo Akhir Beban Natura dan Pakan-Natura (13) 26.938.290,00 
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Uraian 2021 

14 Beban Pakaian Dinas Harian (PDH)  

 1) Realisasi Belanja—LRA 40.295.200,00 

 2) Mutasi Tambah 0,00 

 3) Mutasi Kurang 0,00 

 Saldo Beban Pakaian Dinas Harian (PDH) (14) 40.295.200,00 

15 Beban Pakaian Batik Tradisional  

 1) Realisasi Belanja—LRA 21.896.600,00 

 2) Mutasi Tambah 0,00 

 3) Mutasi Kurang 0,00 

 Saldo Beban Pakaian Batik Tradisional (15) 21.896.600,00 

Saldo Akhir Beban Persediaan (01 s.d. 15) 332.023.875,00 

 
 

Beban Jasa 
Rp830.523.574,00 

5.1.3.3. BEBAN JASA 

Beban Jasa TA. 2021 adalah sebesar Rp830.523.574,00 sedangkan 
Beban Jasa TA. 2020 sebesar Rp708.447.259,00. Apabila dibandingkan 
dengan Beban Jasa TA. 2020, Beban Jasa TA. 2021 mengalami kenaikan 
sebesar Rp122.076.315,00atau 17,23%. 

 
Tabel 5.16 

Perbandingan Beban Jasa TA. 2021 dan TA. 2020 
 

Uraian 2021 2020 
Naik/ 

Turun % 

Beban Makanan dan Minuman 
Rapat 

155.426.350,00 80.354.140,00 93,43 

Beban Makanan dan Minuman 
Jamuan Tamu 

15.297.550,00 13.152.000,00 16,31 

Beban Jasa Pengisian Air 
Minum Isi Ulang 

0,00 3.532.000,00 (100,00) 

Beban Jasa Penjilidan 
Dokumen/buku/laporan 

0,00 600.000,00 (100,00) 

Beban Jasa Pemasangan 
Instalasi Listrik 

0,00 991.000,00 (100,00) 

Beban Penggandaan/fotocopy 0,00 9.714.825,00 (100,00) 

Honorarium Narasumber atau 
Pembahas, Moderator, 
Pembawa Acara, dan Panitia 

237.750.000,00 126.480.000,00 87,97 

Honorarium Tim Pelaksana 
Kegiatan dan Sekretariat Tim 
Pelaksana Kegiatan 

135.500.000,00 115.600.000,00 17,21 

Beban Jasa Tenaga 
Administrasi 

114.600.000,00 87.856.084,00 30,44 

Beban Langganan 
Jurnal/Surat Kabar/Majalah 

10.230.000,00 10.140.000,00 0,89 
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Uraian 2021 2020 
Naik/ 

Turun % 

Beban 
Kawat/Faksimili/Internet/TV 
Berlangganan 

33.660.000,00 446.520,00 7.438,30 

Beban Paket/Pengiriman 1.554.460,00 2.882.500,00 (46,07) 

Beban Pembayaran Pajak, 
Bea, dan Perizinan 

9.914.126,00 11.958.190,00 (17,09) 

Beban Iuran Jaminan 
Kesehatan bagi Non ASN 

4.583.088,00 0,00 100,00 

Beban Iuran Jaminan 
Kecelakaan Kerja bagi Non 
ASN 

144.000,00 0,00 100,00 

Beban Iuran Jaminan 
Kematian bagi Non ASN 

180.000,00 0,00 100,00 

Beban Jasa Konsultansi 
Berorientasi Layanan-Jasa 
Survei 

50.000.000,00 0,00 100,00 

Beban Kursus 
Singkat/Pelatihan 

33.394.000,00 244.740.000,00 (86,36) 

Beban Bimbingan Teknis 28.290.000,00 0,00 100,00 

Jumlah 830.523.574,00 708.447.259,00 17,23  

 
Beban 
Pemeliharaan 
Rp103.159.807,00 

5.1.3.4. BEBAN PEMELIHARAAN 

Beban Pemeliharaan TA. 2021 adalah sebesar Rp103.159.807,00 
sedangkan Beban Pemeliharaan TA. 2020 sebesar Rp99.772.440,00. 
Apabila dibandingkan dengan Beban Pemeliharaan TA. 2020, Beban 
Pemeliharaan TA. 2021 mengalami kenaikan sebesar Rp3.387.367,00 
atau 3,40%. 

Perbandingan rincian Beban Pemeliharaan TA. 2021 dan TA. 2020 adalah 
berikut: 

 
Tabel 5.18 

Perbandingan Beban Pemeliharaan TA. 2021 dan TA. 2020 
 

Uraian 2020 2019 
Naik/ 

Turun % 

Beban Pemeliharan 
Peralatan dan Mesin 

103.159.807,00 99.772.440,00 3,40 

J u m l a h 103.159.807,00 99.772.440,00 3,40 

 
 

Beban Perjalanan 
Dinas 
Rp1.741.014.848,00 

5.1.3.5. BEBAN PERJALANAN DINAS 

Beban Perjalanan Dinas TA. 2021 adalah sebesar Rp1.741.014.848,00 
sedangkan Beban Perjalanan Dinas TA. 2020 sebesar 
Rp1.391.814.530,00. Apabila dibandingkan dengan Beban Perjalanan 
Dinas TA. 2020, Beban Perjalanan Dinas TA. 2021 mengalami penurunan 
sebesar Rp349.200.318,00 atau 25,09%. 
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Perbandingan Beban Perjalanan Dinas TA. 2021 dan TA. 2020 tersaji 
sebagai berikut: 

 
 

Tabel 5.19 
Perbandingan Beban Perjalanan Dinas TA. 2021 dan TA. 2020 

 

Uraian 2021 2020 
Naik/ 

Turun % 

Beban Perjalanan Dinas 1.741.014.848,00 1.391.814.530,00 25,09 

Jumlah 1.741.014.848,00 1.391.814.530,00 25,09 

 
 

Beban Penyusutan 
Rp371.416.937,00 

5.1.3.6. BEBAN PENYUSUTAN 

Beban Penyusutan TA. 2021 adalah sebesar Rp371.416.937,00 
sedangkan Beban Penyusutan TA. 2020 sebesar Rp224.706.854,00. 
Apabila dibandingkan dengan Beban Penyusutan TA. 2020, Beban 
Penyusutan TA. 2021 mengalami kenaikan sebesar Rp146.710.083,00 
atau 65,29%. 

Perbandingan Beban Penyusutan TA. 2021 dan TA. 2020 sebagai berikut: 
 

Tabel 5.20 
Perbandingan Beban Penyusutan TA. 2021 dan TA. 2020 

 

Uraian 2021 2020 
Naik/ 

Turun % 

Beban Penyusutan Alat 
Kantor 

311.401.937,00 202.213.854,00 54,00 

Beban Amortisasi Aset 
Tidak Berwujud Lainnya 

60.015.000,00 22.493.000,00 166,82 

Jumlah 371.416.937,00 224.706.854,00 22,02 

 
 

Aset 
Rp1.472.706.430,00 

5.1.4. ASET 

Nilai Aset Inspektorat Daerah per 31 Desember 2021 sebesar 
Rp1.472.706.430,00. Apabila dibandingkan nilai Aset per 31 Desember 
2020 sebesar Rp1.493.168.593,00, nilai Aset TA. 2020 mengalami 
penurunan sebesar Rp20.462.163,00 atau 1,37%. 

Rincian Aset Inspektorat Daerah per 31 Desember 2021 sebagai berikut: 
 

Tabel 5.21 
Rincian Aset per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 

 

Uraian 2021 2020 
Naik/ 

Turun % 

Aset Lancar 103.485.580,00 107.921.480,00 (4,11) 

Aset Tetap 1.076.508.850,00 1.182.810.113,00 (8,99) 

Aset Lainnya 292.712.000,00 202.437.000,00 44,59 

Jumlah 1.472.706.430,00 1.493.168.593,00 (1,37) 
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Penjelasan pos-pos Aset Inspektorat Daerah per 31 Desember 2021  
adalah sebagai berikut: 
 

 
Aset Lancar 
Rp103.485.580,00 

5.1.4.1. ASET LANCAR 

Nilai Aset Lancar Inspektorat Daerah per 31 Desember 2021 dan per       
31 Desember 2020 masing-masing sebesar Rp103.485.580,00 dan 
Rp107.921.480,00, mengalami penurunan sebesar Rp4.435.900,00 atau 
4,11%. 

Tabel 5.22 
Rincian Aset Lancar per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 

 

Uraian 2021 2020 
Naik/ 

Turun % 

Kas di Bendahara 
Pengeluaran 

0,00 0,00 0,00 

Persediaan 103.485.580,00 107.921.480,00 (4,11) 

Jumlah 103.485.580,00 107.921.480,00 (4,11) 

 
 
Kas di Bendahara 
Pengeluaran 
Rp0,00 

5.1.4.1.1. KAS DI BENDAHARA PENGELUARAN 

Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2021 dan per      
31 Desember 2020  adalah sama yakni sebesar Rp0,00 sebagai berikut: 

 
 

Tabel 5.23 
Rincian Kas di Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2021 dan  

31 Desember 2020 
 

Uraian 2021 2020 
Naik/ 

Turun % 

Saldo Kas 0,00 0,00 0,00 

Saldo Bank 0,00 0,00 0,00 

Jumlah 0,00 0,00 0,00 

 
 
Persediaan 
Rp103.485.580,00 

5.1.4.1.2. PERSEDIAAN 

Nilai persediaan Inspektorat Daerah per tanggal 31 Desember 2021 
sebesar Rp103.485.580,00. Apabila dibandingkan dengan nilai persediaan 
per 31 Desember 2020 sebesar Rp107.921.480,00, terjadi penurunan 
sebesar Rp4.435.900,00 atau 4,11%.  

Tabel 5.24 
Rincian Persediaan per 31 Desember 2021 dan  31 Desember 2020 

 

Uraian 2021 2020 
Naik/ 

Turun % 

Alat Tulis Kantor 24.971.650,00 21.800.130,00 14,55 
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Uraian 2021 2020 
Naik/ 

Turun % 

Bahan Bakar dan 
Pelumas 

0,00 29.600.000,00 (100,00) 

Bahan Cetak 60.662.855,00 46.677.450,00 29,96 

Bahan Komputer 17.322.800,00 9.843.900,00 75,97 

Alat/Bahan Untuk 
Kegiatan Kantor Lainnya 

521.675,00 0,00 100,00 

Natura 6.600,00 0,00 100,00 

Jumlah 103.485.580,00 107.921.480,00 (4,11) 

 
Aset Tetap  
Rp1.076.508.850,00 

5.1.4.2. ASET TETAP 

Pencatatan nilai (carrying amount) Aset Tetap Inspektorat Daerah 
dilakukan menggunakan 2 (dua) metode yaitu: 

a. Penilaian Aset Tetap sampai dengan Tahun Anggaran 2007 
menggunakan penilaian dari Appraisal. 

b. Penilaian Aset Tetap Tahun Anggaran 2008 sampai dengan Tahun 
Anggaran 2019 menggunakan penilaian dari harga perolehan. 

Nilai Aset Tetap per 31 Desember 2021 sebesar Rp1.076.508.850,00, 
sedangkan nilai Aset Tetap per 31 Desember 2020 sebesar 
Rp1.182.810.113,00. Kondisi ini menunjukkan terjadinya penurunan nilai 
Aset Tetap sebesar Rp106.301.263,00 atau 8,99%. 

 
Tabel 5.25 

Rincian Aset Tetap  per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 
 

Uraian 2020 2019 
Naik/ 

Turun % 

Tanah 0,00 0,00 0,00 

Peralatan dan Mesin 4.655.855.522,00 4.468.254.848,00 4,20 

Gedung dan Bangunan 0,00 0,00 0,00 

Jalan, Irigasi dan 
Jaringan 

0,00 0,00 
0,00 

Aset Tetap Lainnya 0,00 0,00 0,00 

Konstruksi Dalam 
Pengerjaan 

0,00 0,00 
0,00 

Akumulasi Penyusutan  (3.579.346.672,00) (3.285.444.735,00) 8,95 

Jumlah 1.076.508.850,00 1.182.810.113,00 (8,99) 

 
 Penjelasan pos-pos Aset Tetap per 31 Desember 2021 sebagai berikut: 

 
 

Tanah Rp0,00 5.1.4.2.1. TANAH 

Inspektorat Daerah tidak memiliki Aset Tanah. Nilai Aset Tanah               
per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 sebesar Rp0,00. 
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Peralatan dan 
Mesin 
Rp4.655.855.522,00 

5.1.4.2.2. PERALATAN DAN MESIN 

Nilai Aset Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2021 dan sebesar 
Rp4.655.855.522,00. Apabila dibandingkan dengan nilai Aset Peralatan 
dan Mesin per 31 Desember 2020 sebesar Rp4.468.254.848,00 terjadi 
kenaikan sebesar Rp187.600.674,00 atau 4,20 %. 

 
Tabel 5.26 

Rincian Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2021 dan  
31 Desember 2020 

 

Kelompok Barang 2021 2020 
Naik/ 

Turun % 

Alat Angkutan Darat 
Bermotor 

28.530.524,00  398.220.000,00  (92,84) 

Alat Ukur 0,00  8.250.000,00  (100,00) 

Alat Kantor 4.498.658.848,00  3.779.982.848,00  19,01  

Alat Rumah Tangga 51.776.150,00  79.945.000,00  (35,24) 

Alat Studio 0,00  750.000,00  (100,00) 

Komputer Unit 76.890.000,00  201.107.000,00  (61,77) 

Jumlah 4.655.855.522,00 4.468.254.848,00 4,20 

 
Gedung dan 
Bangunan Rp0,00 

5.1.4.2.3. GEDUNG DAN BANGUNAN 

Inspektorat Daerah tidak memiliki Aset Gedung dan Bangunan. Nilai Aset 
Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 
sebesar Rp0,00. 

 
 
Jalan, Irigasi dan 
Jaringan Rp0,00 

5.1.4.2.4. JALAN, IRIGASI DAN JARINGAN 

Inspektorat Daerah tidak memiliki Aset Jalan, Irigasi dan Jaringan.          
Nilai Aset Jalan, Irigasi dan Jaringan per 31 Desember 2021 dan              
31 Desember 2020 sebesar Rp0,00. 

 
 

Aset Tetap Lainnya 
Rp0,00 

5.1.4.2.5. ASET TETAP LAINNYA 

Inspektorat Daerah tidak memiliki Aset Aset Tetap Lainnya. Nilai Aset Aset 
Tetap Lainnya per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 sebesar 
Rp0,00. 

 
 

Konstruksi Dalam 
Pengerjaan Rp0,00 

5.1.4.2.6. KONSTRUKSI DALAM PENGERJAAN 

Inspektorat Daerah tidak memiliki Aset Konstruksi Dalam Pengerjaan.          
Nilai Aset Konstruksi Dalam Pengerjaan per 31 Desember 2021 dan              
31 Desember 2020 sebesar Rp0,00. 
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Akumulasi 
Penyusutan  
Rp(3.579.346.672,00) 

5.1.4.3. AKUMULASI PENYUSUTAN 

Nilai Akumulasi Penyusutan Inspektorat Daerah per 31 Desember 2021 
dan per 31 Desember 2020 pada Aset Peralatan dan Mesin masing-
masing sebesar Rp3.579.346.672,00 dan Rp3.825.444.735,00 atau 
kenaikan nilai sebesar Rp293.901.937,00 atau 8,95% sebagai berikut: 

 
Tabel 5.28 

Rincian Akumulasi Penyusutan per 31 Desember 2021 dan  
31 Desember 2020 

 

Uraian 2021 2020 
Naik/ 
Turun 

% 

Alat Angkutan Darat 
Bermotor 

17.500.000,00  (1.224.238.426,00) - 

Alat Ukur 0,00  (3.820.000,00) (100,00) 

Alat Kantor (3.596.846.672,00) (1.312.466.616,00) 174,05  

Alat Rumah Tangga 0,00  (71.219.942,00) (100,00) 

Alat Studio 0,00  (32.264.625,00) (100,00) 

Komputer Unit 0,00  (633.819.986,00) (100,00) 

Peralatan Olahraga 0,00  (7.615.140,00) (100,00) 

J u m l a h (3.579.346.672,00) (3.285.444.735,00) 8,95  

 

Aset Lainnya 
Rp292.712.000,00 

5.1.4.4. ASET LAINNYA 

Rincian nilai Aset Lainnya per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020  
masing-masing sebesar Rp292.712.000,00 dan Rp202.437.000,00. Hal ini 
menunjukkan nilai Kewajiban per 31 Desember 2021 mengalami kenaikan 
sebesar Rp90.275.000,00 dibandingkan tahun 2020.  

 
Tabel 5.29 

Rincian Aset Lainnya per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 
 

Uraian 2021 2020 
Naik/ 

Turun % 

Aset Tak Berwujud 424.445.000,00 274.155.000,00 54,82 

Akumulasi Amortisasi Aset 
Tak Berwujud 

(131.733.000,00) (71.718.000,00) 83,68 

Aset Lain-lain 0,00 0,00 0,00 

Akumulasi  Penyusutan 
Aset Lain-lain 

0,00 0,00 0,00 

J u m l a h 292.712.000,00 202.437.000,00 44,59 

 
 

Kewajiban 
Rp321.634.325,00 

5.1.5. KEWAJIBAN 

Rincian nilai Kewajiban per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020  
masing-masing sebesar Rp321.634.325,00 dan Rp324.376.852,00. Hal ini 
menunjukkan nilai Kewajiban per 31 Desember 2021 mengalami 
penurunan sebesar Rp2.742.527,00 atau 0,85% dibandingkan tahun 2020. 
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Rincian Kewajiban Inspektorat Daerah per 31 Desember 2021 dan           
31 Desember 2020 adalah sebagai berikut: 

 
Tabel 5.31 

Rincian Kewajiban per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 
 

Uraian 2021 2020 
Naik/ 

Turun % 

Utang Perhitungan Pihak 
Ketiga (PFK) 

0,00 0,00 0,00 

Pendapatan Diterima 
Dimuka 

0,00 0,00 0,00 

Utang Belanja 321.634.325,00 324.376.852,00 (0,85) 

Utang Jangka Pendek 
Lainnya 

0,00 0,00 0,00 

J u m l a h 321.634.325,00 324.376.852,00 (0,85) 

 
 

Utang Belanja 
Rp321.634.325,00 

5.1.5.1. UTANG BELANJA 

Utang Belanja (accrued expense) per 31 Desember 2021 sebesar 
Rp321.634.325,00 mengalami penurunan sebesar Rp2.742.527,00 atau 
0,85%  

Rincian Utang Belanja per 31 Desember 2021 adalah sebagai berikut: 
 

Tabel 5.32 
Rincian Penyesuaian Utang Belanja TA. 2021 

 

Uraian 2021 

a. Saldo per 1 Januari 2021 324.376.852,00 

b. Pembayaran utang Tambahan Penghasilan Berdasarkan 
Beban Kerja Periode bulan Desember 2020 sesuai SP2D 
Nomor: 0074/SP2D/LS/ tanggal 22 Januari 2021 

(324.376.852,00) 

c. Hutang Uang Tunjangan Kinerja PNS bulan Desember 
2021 

321.634.325,00 

Saldo Utang Belanja (a + b + c) 321.634.325,00 

 
 

Ekuitas 
Rp1.151.072.105,00  

5.1.6. EKUITAS 

Nilai Ekuitas Inspektorat Daerah per 31 Desember 2021 dan 31 
Desember 2020 masing-masing sebesar Rp1.151.072.105,00 dan 
Rp1.168.791.741,00. Nilai Ekuitas per 31 Desember 2021 mengalami 
penurunan sebesar Rp17.719.636,00 atau 1,52% dibandingkan tahun 
2020 
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Tabel 5.31 
Rincian Ekuitas per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 

 

Uraian 2021 2020 
Naik/ 

Turun % 

Ekuitas Awal 1.168.791.741,00 308.564.908,00 278,78 

Surplus/Defisit – LO (9.503.979.550,00) (8.995.477.765,00) 5,65 

Dampak Kumulatif 
Perubahan Kebijakan/ 
Kesalahan Mendasar: 

    

Koreksi Nilai Persediaan 0,00 0,00 0,00 

Selisih Revaluasi Aset 
Tetap 

0,00 0,00 0,00 

Lain-Lain 9.486.259.914,00 9.855.704.598,00 (3,75) 

Ekuitas Akhir 1.151.072.105,00 1.168.791.741,00 (1,52) 

 
 

Ekuitas Awal 
Rp1.168.791.741,00 

5.1.6.1. EKUITAS AWAL 

Nilai Ekuitas Awal per 1 Januari 2021 dan 1 Januari 2020 masing-masing 
sebesar Rp1.168.791.741,00 dan Rp308.564.908,00.  
 

 
 

Surplus/Defisit – LO  
Rp(9.503.979.550,00) 

5.1.6.2. SURPLUS/DEFISIT—LO  

Surplus/Defisit—LO adalah selisih antara pendapatan—LO dan beban 
selama satu periode pelaporan dari kegiatan operasi.  

Nilai Defisit—LO per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 masing-
masing sebesar Rp9.503.979.550,00 dan Rp8.995.477.765,00. Hal ini 
menunjukkan nilai Defisit—LO per 31 Desember 2021 mengalami 
kenaikan sebesar Rp508.501.785,00 atau 5,65 % dari tahun sebelumnya. 

 
 

Lain-Lain  
Rp 9.855.704.598,00 

5.1.6.3. LAIN-LAIN  

Lain-Lain yang disajikan dalam Laporan Ekuitas per 31 Desember 2021 
adalah Rekening Koran (RK PPKD) ditambah nilai koreksi dampak 
kumulatif perubahan kebijakan/kesalahan mendasar selain koreksi nilai 
persediaan dan selisih revaluasi Aset Tetap. 

Nilai Lain-Lain per 31 Desember 2021 hanya menyajikan nilai Rekening 
Koran (RK PPKD) sebesar Rp9.486.259.914,00. Adapun Nilai Lain-Lain 
per 31 Desember 2020 sebesar Rp9.855.704.598,00 dengan perhitungan 
sebagai berikut: 

a. RK PPKD per 31 Desember 2021 Rp 9.486.259.914,00 

b. Koreksi nilai penyusutan Aset Lain-Lain Rp 0,00 

c. Nilai Lain-Lain per 31 Desember 2021 (a-b) Rp 9.486.259.914,00 
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BAB VI 
PENJELASAN ATAS INFORMASI-INFORMASI NON KEUANGAN 

 
 

Domisili Entitas  6.1. DOMISILI ENTITAS 

Inspektorat Daerah Kota Bontang berada di Jl. Bessai Berinta Graha 
Taman Praja Blok 2 Lantai 3 Bontang Lestari. Inspektorat Daerah 
dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kota Bontang Nomor 7 Tahun 
2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan 
Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah sebagaimana telah 
diubah Peraturan Daerah Nomor 5 tahun 2012. 

Menindaklanjuti amanat UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 
Daerah, Pemerintah Kota Bontang telah melakukan perubahan struktur 
organisasi dan tata kerja (SOTK) Perangkat Daerah termasuk Inspektorat 
Daerah. Perubahan organisasi tersebut telah ditetapkan dalam Perda Kota 
Bontang Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan 
Perangkat Daerah. 

 
 
Sifat Operasi  6.2. SIFAT OPERASI 

Otonomi daerah sebagaimana yang tersurat maupun tersirat dalam UU 
Nomor 23 Tahun 2014 pada hakekatnya adalah pembagian kewenangan 
dan pengelolaan keuangan dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah 
Daerah serta pemberian kebebasan untuk mengatur dan mengurus 
rumah tangga daerah masing-masing dalam asas desentralisasi. Bertitik 
tolak dari hakikat otonomi yang cukup luas tersebut, pengawasan sebagai 
salah satu aspek penting dalam penyelenggaraan atau manajemen 
pemerintahan akan lebih berat dan harus diupayakan untuk dapat 
memberikan kontribusi dalam menunjang kelancaran jalannya 
pelaksanaan pemerintah daerah. 

UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah pada Pasal 216 
menegaskan bahwa Inspektorat  Daerah  mempunyai  tugas  membantu  
kepala daerah  membina  dan  mengawasi  pelaksanaan  Urusan 
Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan 
oleh Perangkat Daerah. 

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut, Inspektorat Daerah selaku 
Aparat Pengawas Intern Pemerintah Kota Bontang mempunyai fungsi: 
1. Perencanaan program pengawasan; 
2. Perumusan kebijakan dan fasilitasi pengawasan; 
3. Pemeriksaan, pengusutan, pengujian dan penilaian tugas 

pengawasan; 
4. Penyelenggaraan urusan kesekretariatan; 
5. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan 

bidang tugasnya. 
 

Struktur Organisasi 
Inspektorat Daerah  

6.3. STRUKTUR ORGANISASI INSPEKTORAT DAERAH 

Perubahan yang signifikan pada struktur organisasi Inspektorat Daerah 
sesuai amanat UU Nomor 23 tahun 2014 dibandingkan struktur 
sebelumnya adalah jabatan struktural Eselon IV dibawah Sekretaris yang 
pada awalnya berjumlah 3 (tiga) jabatan, berkurang 1 (satu) jabatan yakni 
Kasubbag Evaluasi dan Pelaporan. Perubahan struktur organisasi tersebut 
sesuai dengan hasil perhitungan analisa beban kerja (ABK) bahwa 
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organisasi Inspektorat Daerah adalah Tipe B. Susunan organisasi 
Inspektorat Daerah Kota Bontang sesuai Peraturan Daerah Kota Bontang 
Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat 
Daerah sebagai berikut: 

 
Gambar 6.1 

Struktur Organisasi Inspektorat Daerah 

 

 
 Selama tahun 2021, Inspektorat Daerah mengalami perubahan 

manajemen sebanyak 3 (tiga) dengan rincian pejabat struktural Inspektorat 
Daerah adalah sebagai berikut: 

 
Tabel 6.1 

Pejabat Struktural Inspektorat Daerah 
 

No. Nama Jabatan Baru 
Perangkat Daerah 

Asal  

1 ENIK RUSWATI, SE, 
MM, Ak., CA, CRA, 
CGCAE 

Inspektur Inspektorat Daerah 

2 JUNAIDI, SE, MM Sekretaris Badan Pendapatan 
Daerah 

3 EKO ARISANDI, ST, 
M.Si. 

Inspektur Pembantu 
Wilayah I 

Inspektorat Daerah 

4 Ir. MURLAN Inspektur Pembantu 
Wilayah II 

Inspektorat Daerah 

5 Drs. H. ZULKARNAIN, 
M.Si. 

Inspektur Pembantu 
Wilayah III 

Dinas Penanaman 
Modal dan Pelayanan 
Terpadu Satu Pintu 

6 JOHAN NINDYA 
PUTRANTO, SE.,M.Acc 

Kasubbag 
Perencanaan dan 

Keuangan 

Inspektorat Daerah 

7 HARYADY, SE, Ak., CA, 
CFrA 

Kasubbag Umum 
dan Kepegawaian 

Inspektorat Daerah 

INSPEKTUR

INSPEKTUR 
PEMBANTU 
WILAYAH I

INSPEKTUR 
PEMBANTU 
WILAYAH II

INSPEKTUR 
PEMBANTU 
WILAYAH III

SEKRETARIS

KASUBBAG UMUM    
DAN KEPEGAWAIN

KASUBBAG 
PERENCANAAN  

KEUANGAN
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BAB VII  
PENUTUP 

 
 

Penutup Penyajian Laporan Keuangan Inspektorat Daerah per 31 Desember 2021 
ini disusun sebagai laporan pertanggungjawaban keuangan yang dapat 
digunakan dalam pengambilan keputusan. Laporan Keuangan Inspektorat 
Daerah merupakan perwujudan akuntabilitas dan transparansi 
pengelolaan keuangan daerah dalam melaksanakan penyelenggaraan 
otonomi daerah. Berdasarkan hasil pelaporan keuangan ini, dapat 
disimpulkan bahwa pengelolaan keuangan daerah Inspektorat Daerah 
telah terjadi efesiensi pengeluaran belanja daerah. 
 
Demikian laporan ini disusun untuk dipergunakan sebagaimana mestinya. 
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